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Umi Munawaroch, Hukum Pidаnа, Fаkultаs Hukum Universitаs Brаwijаyа, 
Juni 2021, TINJAUAN YURIDIS EKSPLOITASI SECARA EKONOMI 
TERHADAP ANAK PENERIMA BEASISWA DALAM PENGGUNAAN LOGO 
MEREK PERUSAHAAN, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Mufatikhatul 
Farikhah S.H., M.H. 
Penulis mengangkat tentang Tinjuan Yuridis Terhadap Eksploitasi Secara 
Ekonomi Anak Penerima Beasiswa Dalam Penggunaan Logo Merek Perusahaan. 
Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan ketidakjelasan rumusan terkait makna 
frasa eksploitasi secara ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak terkait batasan-batasannya.  
Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah (1) 
Apakah makna eksploitasi secara ekonomi pada anak dalam Pasal 66 dan 76I 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? (2) Apakah penggunaan logo 
merek perusahaan oleh anak dalam penerimaan beasiswa termasuk dalam 
kategori eksploitasi secara ekonomi? (3) Bagaimana reformulasi penjelasan dan 
rumusan pasal terkait eksploitasi secara ekonomi  terhadap anak dalam hukum 
perlindungan anak di Indonesia? 
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menganalisis dengan 
menggunakan metode yuridis normatif, mengggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan 
hukum sekunder dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum melalui studi 
dokumen (kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara 
deduktif dari umum ke khusus, selain itu menggunakan penafsiran gramatikal, 
sistematis, dan teleologis.  
Eksploitasi secara ekonomi merujuk pada Pasal 66 dapat dimaknai dengan 
kegiatan berupa pemanfaatan tenaga anak, tanpa atau dengan persetujuan anak 
mendapatkan keuntungan secara materiil. Eksploitasi secara ekonomi dalam 
Pasal 76I merujuk pada Pasal 66. Penggunaan logo merek perusahaan dalam 
penerimaan beasiswa merupakan kegiatan eksploitasi secara ekonomi  
dikarenakan memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 66, dimana dengan 
atau tanpa persetujuan anak, menggunakan badan anak sebagai media promosi 
dalam hal ini penggunaan logo merek yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, 
untuk mendapatkan keuntungan secara materiil yang dapat dinominalkan. Perlu 
adanya reformulasi dikarenakan tidak adanya rumusan pasal yang secara jelas 
mendefinisikan eksploitasi secara ekonomi berupa penambahan frasa Pada 
penjelasan Pasal 66, “melibatkan anak dalam kegiatan promosi produk 
berbahaya atau yang sejenis oleh pihak lain, dengan sengaja/atau tidak 
sengaja”, kemudian penambahan frasa pada Pasal 76I yakni, “ dalam proses 
produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dengan cara manipulasi, 
pelanggaran hak-hak anak, atau perlakuan buruk lainnya terhadap anak 







Umi Munawaroch, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, 
June 2021, JURISDICTIONAL REVIEW OF THE ECONOMIC 
EXPLOITATION OF SCHOLARSHIP CHILDREN IN THE USE OF COMPANY 
BRAND LOGO, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M. Hum., Mufatikhatul Farikhah S.H., 
M.H. 
The author raises the Juridical Review of the Economic Exploitation of 
Scholarship Recipient Children in the Use of Company Brand Logos. This problem 
is motivated by the unclear formulation regarding the meaning of the phrase 
economic exploitation in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to 
Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection regarding its limitations. 
The formulation of the problem raised by the author in this study is (1) 
What is the meaning of being economically exploited for children in Articles 66 
and 76I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 
of 2002 concerning Child Protection? (2) Does the use of the company logo by 
children in receiving scholarships fall into the category of economic exploitation? 
(3) How is the reformulation of the explanation and formulation of articles 
related to the economic exploitation of children in child protection law in 
Indonesia? 
To answer the formulation of the problem, the authors analyze using a 
normative juridical method, using the rule of law approach and a conceptual 
approach. The legal materials used are secondary and secondary legal materials. 
The technique of tracing legal materials is through document study (library). The 
technique of analyzing legal materials is carried out in a deductive way from 
general to specific, in addition to using grammatical, systematic, and teleological 
methods. 
Economic exploitation referred to in Article 66 can be interpreted as the 
use of child labor, without or with the consent of the child obtaining material 
benefits. Economic exploitation in Article 76I Refers to Article 66. The use of 
company logos in receiving scholarships is an activity of economic exploitation 
because it fulfills the requirements contained in Article 66, which with or without 
the consent of the child, uses the child's body as a promotional media in this 
case the use of a brand logo that are not in accordance with the child's needs, to 
obtain material benefits that can be nominalized. There is a need for 
reformulation because there is no article formulation that clearly defines 
economic exploitation in the form of adding the phrase In the explanation of 
Article 66, "involving children in the promotion of dangerous or similar products 
by other parties, intentionally/or unintentionally", then adding the phrase to 
Article 76I, namely, "in the process of production, distribution, and consumption 
of goods or services by means of manipulation, violation of children's rights, or 






A. Latar Belakang  
Hak warga negara merupakan kepentingan yang dilindungi oleh 
hukum, dimana kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok 
yang diharapkan dapat dipenuhi. Dalam pelaksanaan kepentingan terdapat 
perlindungan dan jaminan dari hukum. Dalam hak terdapat beberapa unsur 
yakni subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak 
lain dengan kewajiban serta perlindungan hukum.1 
Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengakuan serta 
perlindungan tidak terkecuali kelompok anak yang masih di bawah umur. 
Dalam konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (UUD) 1945, negara menjamin setiap hak dan kewajiban 
warga negara demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 
Dimana hak adalah kuasa untuk melakukan sesuatu, kemudian setelah 
melakukan  serangkaian kegiatan seseorang mendapatkan imbalan. Serta 
tidak dapat diganggu oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya tidak 
dapat dituntut secara paksa olehnya. Disamping pemberian hak setiap warga 
negara juga memiliki kewajiban untuk dilaksanakan, jadi antara hak dan 
kewajiban harus berjalan seimbang.  
Hak warga negara mulai dari hak untuk hidup, hak memperoleh 
pendidikan, hak untuk berpatisipasi dalam politik, serta hak dalam bidang 
hukum. Semua hak warga negara tersebut telah diatur dalam dasar Negara 
Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Hak anak sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga wajib 
mendapatkan jaminan, perlindungan, pemenuhan dari orang tua, 
masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam Pasal 28B ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyebutkan “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.” Dalam pasal tersebut jelas bahwa segala bentuk diskriminasi 
                                                             





serta perlakuan tidak adil dilarang oleh undang-undang dengan kata lain 
setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil termasuk 
anak-anak. 
Pengaturan terkait perlindungan terhadap hak anak juga terdapat 
dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur segala sesuatu terkait hak anak, 
dimana anak sebagai pemegang hak dasar sekaligus sebagai pihak yang 
menerima perlindungan khusus. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak 
melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 
Tahun 1990. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada bagian kesepuluh 
mengatur tentang hak anak. Di dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa 
hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu 
diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.  
Upaya pemerintah Indonesia terkait perlindungan terhadap anak juga 
terlihat melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, serta untuk menyesuaikan terhadap ketentuan 
baru diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak.2 Perjuangan pemerintah Indonesia tidak cukup sampai 
disitu, perubahan kembali dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.3 Perppu 
tersebut mengatur tentang pemberlakuan hukuman kebiri kimiawi bagi 
pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu terdapat Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.  
Dari banyaknya peraturan di Indonesia terkait perlindungan anak 
menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak anak. 
Prof Mr.J.E.Doek dan Mr.H.Drewes, memberikan pengertian mengenai 
hukum perlindungan anak dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yang 
                                                             
2Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan 
Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-
Desember 2016, hlm 251.  
3Ihsanuddin, 2016, Jokowi Tanda Tangani Perppu Yang Atur Hukuman Kebiri 
(online),https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/17001251/jokowi.tanda.tangani.perppu.




dimaksud dengan hukum perlindungan anak adalah, “segala aturan hidup 
yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan 
memberi kemungkinan mereka untuk berkembang”. Sedangkan dalam arti 
sempit perlindungan hukum terhadap anak, “meliputi perlindungan hukum 
sebagaimana terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum 
pidana, dan ketentuan hukum acara.” 4  
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak: 
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
Bentuk perlindungan anak salah satunya adalah perlindungan terhadap 
segala jenis bentuk eksploitasi anak. Eksploitasi anak dalam Pasal 76I 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap orang 
dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual 
terhadap anak.”  
Dengan kata lain eksploitasi anak merupakan tindakan sewenang-
wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dapat 
dilakukan oleh masyarakat maupun keluarga bertujuan untuk memaksa anak 
tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak 
mengenai perkembangan fisik dan mentalnya, hal tersebut dilakukan untuk 
menghasilkan keuntungan dari segi ekonomi, sosial maupun politik tanpa 
memandang status mereka sebagai anak. 5         
Definisi dari anak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 
2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, memberikan definisi tentang anak dalam Pasal 1 
disebutkan,  “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
                                                             
4Mutiara Natasya Rizky, Risma Intan Fitriani, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap 
Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, Jurnal Media Luris, 
Vol.2, No 2 Juni 2019, hlm 205. 
5Pengertian Menurut Para Ahli (online), 2015, https://www.pengertian menurut 




tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak yang masih di 
bawah umur dalam hukum masih diperlukan pengampuan dimana mereka 
masih harus mendapatkan pembinaan dari wali. Anak mendapatkan 
perwalian dikarenakan dianggap belum cakap dalam hukum, sehingga belum 
dapat membedakan secara jelas yang mana yang benar dan yang mana 
yang salah.    
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah anak di Negara Indonesia 
mencapai 83,9 juta jiwa dari total jumlah penduduk keseluruhan.6 Dari 
jumlah tersebut anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana 
eksploitasi. Berikut adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) : 
TABEL 1 ANAK YANG MENJADI KORBAN EKSPLOITASI7 







1. 2011 205 kasus Perempuan 169 
Laki-laki 52 
Perempuan 87 














 Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah Juni 2021. 
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa anak terutama perempuan 
menjadi korban yang rentan terhadap kegiatan eksploitasi. Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pendataan lebih lanjut 
bahwa kasus yang terjadi sekitar 203 termasuk eksploitasi seksual pada 
anak. Sedangkan sekitar 213 merupakan kasus eksploitasi secara ekonom 
pada anak. 
 Eksploitasi dapat dilakukan oleh orang tua maupun oleh masyarakat. 
Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak memiliki motif yang beraneka 
                                                             
6Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 2019, 
https://bps.go.id 
7David Setyawan, Temuan Dan Rekomendasi KPAI Tentang Perldinungan Anak 




ragam mulai dari faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, budaya, lemahnya 
penegakan dan perlindungan hukum. Salah satu faktor yang menjadi 
penyebab eksploitasi pada anak adalah faktor ekonomi yang seringkali akan 
bermuara pada faktor keuntungan pribadi. Selain itu ada faktor peraturan 
yang berlaku menjadi penyebab maraknya tindak pidana berupa eksploitasi 
anak. Seringkali peraturan yang ada bahkan menimbulkan perspektif yang 
berbeda antara peraturan yang satu dengan lainnya.8  
Seperti contoh kasus dimana dalam beberapa waktu lalu terdapat 
polemik antara Yayasan Lentera Anak, Smoke Free Bandung, Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia, PB Djarum dan Kemenpora.  Hal tersebut 
bermula ketika menjelang audisi yang rutin digelar setiap tahun mendapat 
respon dari Yayasan Lentera Anak dan Smoke Free Bandung pada Juli tahun 
2019. PB Djarum menjelaskan audisi tersebut  bukan merupakan kegiatan 
pemasaran produk rokok melainkan kegiatan murni seleksi atlet. Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kemudian mengadakan rapat dengan 
beberapa kementerian, mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian 
Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan. Tujuan dari rapat tersebut adalah mendesak penghentian 
audisi PB Djarum karena dianggap mengandung unsur eksploitasi berupa 
keharusan setiap anak memakai seragam berlogo Djarum Badminton Club 
yang identik dengan merek rokok.9  
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan Dalam Pasal 1 dijelaskan, 
“Pendanaan Keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.” Melalui peraturan 
tersebut pemerintah mempunyai peran memberikan alokasi dana 
keolahragaan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta 
masyarakat bisa andil di dalamnya. Sumber pendanaan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
                                                             
8Alghiffari Aqsa, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, LBH 
Jakarta, Jakarta, 2012, hlm 4.  
9CNN Indonesia, 2019, Kronologi Penghentian Audisi PB Djarum (online), 




Sedangkan sumber pendanaan keolahragaan yang berasal dari pemerintah 
daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan 
dalam sumber dana yang berasal dari masyarakat dapat diperoleh salah 
satunya melalui kegiatan sponsorship keolahragaan. 
Ketika audisi atlet anak yang lolos dalam audisi diberikan seragam 
berupa kaos, dalam kaos tersebut dicantumkan tulisan “Djarum”. Namun 
yang perlu digaris bawahi PB Djarum tidak memberikan paksaan kepada 
atlet-atlet beasiswa tersebut untuk mengenakan kaos tersebut artinya anak-
anak diberi kebebasan untuk memakai atau tidak memakai seragam 
tersebut. Dalam prakteknya anak-anak lebih bangga mengenakan kaos 
bertuliskan “Djarum”, karena kebanyakan dari mereka memiliki kebanggan 
tersendiri menjadi atlet penerima beasiswa PB Djarum. Mengingat 
persaingan beasiswa tersebut cukup ketat dan banyak anak-anak yang 
berpotensi.  
Pengaturan terkait eksploitasi secara ekonomi terdapat pada Pasal 66 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menyebutkan: 
“Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan /atau seksual sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui : 
Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau secara 
seksual; 
a. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
b. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, 
lembaga swadaya masyarakat, dan  masyarakat dalam 
penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi 
dan/atau secara seksual.” 
Kemudian dijelaskan pengertian eksploitasi secara ekonomi dalam 
penjelasan Pasal 66 menyatakan: 
“Merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak 
yang     menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas 
pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 
praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara 




dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 
kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan 
keuntungan secara materiil.“   
Peraturan yang baik seharusnya tidak menimbulkan penafsiran yang 
berbeda dan bertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lain, 
kemudian harus terdapat batasan-batasan yang jelas dalam rumusan suatu 
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya terkait Pasal 76I 
dan 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Berdasarkan hal tersebut diperlukan analisis yang mendalam mengenai 
makna eksploitasi terhadap anak khususnya eksploitasi secara ekonomi 
dalam penggunaan logo merek perusahaan dalam penerimaan beasiswa, 
yang akan dikaji dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Penerima Beasiswa 
Dalam Penggunaan Logo Merek Perusahaan”. 
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Penelitian penulis yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Eksploitasi Secara 
Ekonomi Terhadap Anak Penerima Beasiswa Dalam Penggunaan Logo Merek 
Perusahaan” memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam 
penelitian ini isu hukum yang diangkat penulis adalah kekaburan norma 
berupa ketidakjelasan rumusan terkait batasan-batasan eksploitasi secara 
ekonomi khususnya dalam Pasal 66 dan 76I Undang-Undang Perlindungan 
Anak. 
Sedangkan dalam penelitian, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Korban Eksploitasi Ekonomi” isu hukum yang diangkat adalah peraturan 
yang berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan penelitian 
berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan pada anak 
korban eksploitasi secara ekonomi. 
Kemudian dalam penelitian tabel kedua yang berjudul, “Memaknai 
Teks Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual Dalam Putusan Hakim Sebagai 




secara umum yakni ekonomi dan/atau seksual dalam Pasal 76I Undang-
Undang Perlindungan anak dikaitkan dengan putusan hakim demi melindungi 
kepentingan hak-hak anak. 
Selanjutnya dalam penelitian yang berjudul, “Pertanggungjawaban 
Pidana Orang tua terhadap eksploitasi ekonomi anak. Fokus penelitian 
adalah membahas mengenai maksud dari tindak pidana eksploitasi ekonomi 
yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, kemudian ratio decidendi atas 
putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban orang tua 
melakukan eksploitasi terhadap anak. Sehingga keempat penelitian tersebut 
memiliki fokus penelitian yang berbeda. 
C. Rumusan Masalah 
1. Apakah makna eksploitasi secara ekonomi pada anak dalam Pasal 66 
dan 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak ? 
2. Apakah penggunaan logo merek perusahaan oleh anak dalam 
penerimaan beasiswa termasuk dalam kategori eksploitasi secara 
ekonomi ? 
3. Bagaimana reformulasi penjelasan dan rumusan pasal terkait 
eksploitasi secara ekonomi  terhadap anak dalam hukum perlindungan 
anak di Indonesia? 
D. Tujuan Penelitian 
1. Menemukan, memahami, dan menganalisis batasan makna eksploitasi 
secara ekonomi pada anak dalam Pasal 66 dan 76I Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
2. Memahami, mendiskripsikan, dan menganalisis penggunaan logo 
merek perusahaan oleh anak dalam penerimaan beasiswa termasuk 
dalam kategori eksploitasi secara ekonomi. 
3. Merumuskan, mereformulasikan, dan mendeskripsikan penjelasan dan 
rumusan pasal terkait eksploitasi secara ekonomi  terhadap anak 




E. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan Hukum Pidana secara umum yang spesifik berfokus pada 
Hukum Perlindungan Anak yakni dalam hal eksploitasi anak penerima 
beasiswa dalam penggunaan logo merek perusahaan.  
b. Manfaat Praktis 
1. Bagi Pembuat kebijakan dan perancang peraturan perundang- 
undangan 
Bagi pembuat peraturan perundang-undangan penelitian ini 
diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dalam membentuk 
sebuah peraturan terutama terkait topik yang hendak dibahas yakni 
eksploitasi secara ekonomi pada anak. 
2. Bagi Profesi Hukum 
Selain berguna sebagai acuan dalam membentuk sebuah 
peraturan juga dapat dipergunakan sebagai acuan untuk 
melaksanakan tugas oleh profesi hukum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Bagi Peneliti Hukum 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para peneliti 
hukum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait makna frasa 
eksploitasi secara ekonomi, beserta bentuk-bentuknya, dan juga 
batasan-batasannya. 
4. Bagi Kelompok Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kelompok 
masyarakat untuk membuka wawasan dan pengetahuan mengenai 
eksploitasi secara ekonomi terhadap anak terkait batasan-batasan 
dan unsur-unsurnya, sehingga dapat bersama-sama dengan 
pemerintah bekerja sama mencegah segala bentuk eksploitasi 
terhadap anak, salah satunya adalah eksploitasi secara ekonomi.  
F. Metode Penelitian  




Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum. 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum merupakan proses 
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 
hukum yang bertujuan menjawab isu hukum yang dihadapi atau akan 
dibahas. Metode penelitian hukum digunakan sebagai cara kerja ilmuan 
yang salah satunya dengan penggunaan metode. Secara harafiah mula-
mula metode ini diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh 
menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana 
tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis 
dalam melakukan sebuah penelitian.10  
Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki tidak diperlukan istilah 
penelitian hukum normatif, karena istilah  legal research atau bahasa 
belanda rechtssonderzoek selalu normatif. Sehingga penelitian normatif 
disamakan dengan penelitian hukum.11   
2. Metode Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a.   Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perundang-undangan. Dimana pendekatan dilakukan 
dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait.12 Dalam hal 
ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak.  
b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)  
Penelitian ini tidak hanya beranjak dari peraturan hukum yang ada. 
Dikarenakan makna dari pengertian yang dicari hanya bersifat umum, 
sehingga harus berpaling pada ketentuan lain. Dimana pendekatan 
konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan 
melalui pandangan para ahli atau doktrin.13 Dimana konsep yang ingin 
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2011, hlm 60. 
11Ibid., Hal 55. 
12Ibid., Hal133.  




dikaji dengan pendekatan ini adalah konsep terkait makna frasa 
eksploitasi secara ekonomi.  
3.  Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu: 
a.  Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan hakim.14  Dalam penelitian ini 
bahan primer yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
2. Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena 
buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan 
pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai 
kualifikasi tinggi.15 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder 
yang digunakan meliputi : 
a. Buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas 
a. Jurnal ilmiah 
b. Artikel ilmiah 
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Teknik penelusuran bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 
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bahan hukum dalam penelitian. Dalam pengumpulan Bahan hukum primer 
dilakukan melalui studi kepustakaan terkait peraturan perundang-
undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder didapat melalui studi 
kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah online.16 kеmudian pеnulis 
mеnеlusuri buku di Pusat Dokumеntasi dan Informasi Hukum (PDIH) 
Fakultas Hukum Univеrsitas Brawijaya. Tеknik pеnеlusuran bahan hukum 
bеrupa artikеl ilmiah onlinе dipеrolеh dеngan cara mеngaksеs intеrnеt 
dеngan pеnеlusuran mеlalui wеbsitе jurnal yang mеmiliki kеtеrkaitan 
dеngan pokok pеrmasalahan. Pеnеliti melakukan langkah-langkah untuk 
dapat mеnеlusuri bahan hukum dilakukan dengan cara : 
1. Perancangan daftar litеratur atau pеraturan pеrundang-undangan 
terkait, diadakannya pengecekan kembali tеrhadap bahan hukum 
primеr antara lain buku-buku tеntang eksploitasi anak yang akan 
dipеrlukan dalam daftar litеratur; 
2. Mеlakukan pеncarian litеratur dеngan mеnggunakan katalog yang 
tеlah disеdiakan, kеmudian pengecekan berupa kеtеrsеdiaan litеratur 
yang tеlah dicari dalam katalog; 
3. Kemudian penulis melakukan koding, yakni pemberian kode atau tanda 
buku-buku atau literatur lain maupun jurnal. Dilakukan melalui 
memberikan kode dari literatur yang paling mendekati permasalahan 
sampai dengan yang tidak mendekati permasalahan bertujuan 
memudahkan penulis mencari bahan hukum terkait. 
 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Menurut Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Philipus M. Hadjon 
memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh 
Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis 
mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor 
(bersifat khusus), dari kedua premis ini ditarik konklusi (kesimpulan). 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika 
deduktif, dikarenakan dalam penelitian ini pengolahan bahan hukum 
                                                             




dilakukan dengan cara deduktif yang menjelaskan suatu hal yang bersifat 
umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. 17 
Selain itu penelitian ini juga menggunakan penafsiran (interpretasi) 
gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis dikarenakan 
membahas tentang kekaburan norma terkait isu hukum yang diangkat.  
a. Penafsiran Gramatikal  
Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut 
arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum dimana terdapat 
hubungan yang sangat erat. Dikarenakan bahasa merupakan alat yang 
dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, 
namun seringkali pembuat undang-undang tidak menggunakan bahasa 
yang tepat.18 Penulis dalam penelitian ini melaukan interpretasi 
garamatikal terhadap makna eksploitasi ekonomi pada anak dalam Pasal 
66 dan 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
b. Penafsiran Sistematis 
Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan 
cara menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu 
peraturan perundang-undangan atau dengan undang-undang lainnya.19 
Dalam penelitian ini penulis melakukan penafsiran terhadap Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
c.   Penafsiran Teleologis  
Dalam pеnеlitian ini, pеnulis mеnggunakan mеtodе intеrprеtasi 
hukum bеrupa, Intеrprеtasi Tеlеologis yaitu pеnguraian atau formulasi 
kaidah hukum mеnurut tujuan dan jangkauannya. Tеkanan tafsiran pada 
fakta bahwa pada kaidah hukum tеrkandung tujuan atau asas sеbagai 
landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tеrsеbut mеmpеngaruhi 
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intеrprеtasi. Dalam pеnafsiran dеmikian juga dipеrhitungkan kontеks 
kеnyataan kеmasyarakatan yang aktual.20 Dalam hal ini penafsiran yang 
dilakukan adalah dengan melihat tujuan dibentuknya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
khususnya Pasal 66 dan Pasal 76I, beserta uji materiil Pasal 76I yang 
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, bertujuan untuk melindungi anak dari 
segala bentuk kegiatan eksploitasi secara ekonomi. 
6. Definisi Konseptual 
a. Anak merupakan seseorang yang berada dalam kandungan hingga 
berusia kurang dari delapan belas (18) tahun, dengan kata lain 
berusia antara 0-18 tahun, namun pengertian anak berbeda-beda 
antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya.  
b. Eksploitasi secara ekonomi merupakan suatu perbuatan sewenang-
wenang dan perlakuan diskriminatif yang dapat dilakukan oleh 
seluruh elemen dalam masyarakat terhadap korban dalam hal ini 
khususnya anak, dimana tindakan tersebut dilakukan dengan atau 
tanpa persetujuan anak. Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah 
keuntungan dalam bidang ekonomi. Keuntungan dari kegiatan 
tersebut hanya diperoleh satu pihak, sedangkan anak rugi karena 
terhambat perkembangan fisik maupun mentalnya.  
c. Beasiswa merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah maupun 
suatu lembaga dalam bentuk bantuan keungan yang ditujukan 
kepada seseorang, dipergunakan untuk membantu keberlangsungan 
seluruh maupun sebagian program pendidikan maupun pelatihan.  
d. Logo Merek Perusahaan merupakan tanda berupa berupa gambar, 
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 
(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 
kombinasi. Tujuannya untuk membedakan barang dan/atau jasa 
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yang diproduksi oleh suatu perusahaan.  Sehingga Logo merupakan 































A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Anak   
1.  Pengertian Anak  
Pengertian anak di Indonesia menurut doktrin, disampaikan oleh 
beberapa ahli. Poerwadarminta mengemukakan “bahwa anak merupakan 
manusia yang masih kecil.” Sedangkan menurut Koesnan, “anak 
merupakan manusia yang masih muda, muda dalam segi umur, muda 
dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena masih mudah terpengaruh 
oleh lingkungan sekitarnya.” Kartono menyampaikan “anak merupakan 
keadaan manusia normal yang masih yang masih muda dalam hal usianya 
dan sedang dalam tahap menentukan identitasnya dikarenakan jiwanya 
masih labil.” Sedangkan menurut ahli Atmasasmita “anak merupakan 
seseorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum 
kawin.”21 Dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli 
secara umum anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 
dewasa dan sedang mencari jati diri, dari proses tidak jarang masih 
mudah terkena pengaruh lingkungan. 
Selain itu dikemukakan pula pengertian anak menurut Hukum Adat 
oleh Teer Har, “anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 
dewasa dimana seorang laki-laki dan perempuan belum kawin dan belum 
meninggalkan rumah. Serta masih tinggal bersama orang tuanya dan 
kehidupannya masih bergantung pada keluarganya.”22 Kemudian oleh 
Soedjono disampaikan pula menurut Hukum Adat “anak merupakan 
seseorang yang masih di bawah umur serta belum menunjukkan tanda-
tanda fisik yang nyata bahwa ia telah dewasa.”23 Dari pengertian tersebut 
menurut Hukum Adat di Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti 
berapa seseorang dianggap sebagai anak atau sudah dewasa.  
Kemudian Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, menurut 
Konvensi Hak Anak dalam Pasal 1 dijelaskan, “anak berarti setiap manusia 
di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang 
                                                             
21Madhe Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak, Malang, 
Universitas Negeri Malang, 2003, hlm 6. 
22Loc.cit, hlm 6. 




berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.” Dalam 
konvensi  dihitung mulai sejak kelahiran atau semasa di dalam kandungan 
atau diantara keduanya. Dalam kesepakatan akhir, bahwa usia anak-anak 
berakhir pada saat ulang tahun ke delapan belas tahun, pengecualian 
berlaku untuk negara tertentu, dimana mayoritas dapat dicapai 
sebelumnya.24 Menentukan usia bagi perolehan hak-hak tertentu atau 
kehilangan hak atas perlindungan tertentu merupakan hal yang tidak 
mudah.  
Selain definisi menurut beberapa ahli juga terdapat definisi menurut 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Definisi anak di Indonesia 
antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya 
berbeda-beda. Dalam menentukan definisi anak merupakan hal yang tidak 
mudah dikarenakan pembuat aturan harus memperhatikan berbagai 
aspek, demi terciptanya peraturan yang sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai sehingga berguna bagi masyarakat dan tidak menimbulkan 
pertentangan.  
Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1, memberikan definisi “Anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan.” 
Kemudian dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 45 KUHP menyatakan: 
“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum 
dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 
enam belas tahun, hakim dapat menentukan: 
memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 
orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa 
pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan 
kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan 
merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran 
berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492,…atau menjatuhkan 
pidana kepada yang bersalah.” 
 
                                                             




Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang hukum Perdata 
memberikan definisi anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai 
berikut: 
“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai 
umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila 
seseorang yang belum mencaai umur 21 tahun telah kawin, 
dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 
tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum 
dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di 
bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana 
diatur dalam bagian ketiga, keempat. Kelima dan keenam 
bab belum dewasa dan perwalian.” 
 
Selanjutnya pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1979 Pasal 1 butir 2 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut, “anak 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 
dan belum pernah kawin. Batasan umur dari undang-undang ini adalah 
usia dibawah 21 tahun dengan syarat belum pernah menikah.” 
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3, “anak adalah yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana.” Batasan usia anak pada undang-
undang ini adalah 12-18 tahun. 
Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39  Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia di 
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan  apabila hal tersebut demi kepentingannya.” 
Batasan usia dalam undang-undang ini adalah 0-18 tahun.  
Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan 
Permusyawaratan Rakyat/ Perwakilan Rakyat menentukan, “Warga 
Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk 
pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin 
terlebih dahulu mempunyai hak memilih.” Dengan kata lain batasan usia 





Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), bahwa yang dimaksud 
dengan anak adalah, “setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan 
belas) tahun.” Artinya batasan umur dalam undang-undang ini adalah 18 
tahun, lebih dari itu sudah tidak dikategorikan sebagai anak lagi. 
Dengan demikian definisi anak pada umumnya merupakan 
seseorang yang masih berada di bawah umur tertentu, yang belum 
dewasa, dan belum pernah kawin sebelumnya. Dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia sudah jelas berbeda mengenai batas 
usia anak. Perbedaan tersebut dilihat dari sudut pandang perkawinan, 
kesejahteraan anak, maupun sudut pandang lainnya. Terdapat beberapa 
pertimbangan menentukan usia anak diantaranya aspek psikologi 
menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas usia minimum bertujuan 
untuk pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat 
dihadapkan ke pengadilan dan dimintai pertanggungjawaban secara 
pidana atas tindakan yang dilakukan. Sedangkan batas usia maksimum 
berguna untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas umur ini 
diberikan kedudukan anak, sehingga diberi perlakuan hukum secara 
khusus.25    
Selain pengertian secara yuridis, definisi anak secara umum mereka 
mendapatkan perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, akan 
tetapi juga diperhatikan dari sisi lain kehidupan, seperti dalam bidang 
agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional 
pemikirannya dalam lingkungan sosial.26 Sehingga sangat jelas semua 
aspek dalam bidang kehidupan manusia termasuk kelompok anak harus 
diperhatikan. Dalam bidang sosiologis anak diartikan sebagai makhluk 
ciptaan Allah SWT yang selalu berinteraksi dalam lingkungan masyarakat 
bangsa dan negara. Sehingga anak diposisikan sebagai kelompok sosial 
yang memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan 
masyarakat lain saat terjadi proses interaksi.27 Namun, secara garis besar 
dalam masyarakat mengacu dari peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 
tahun). 
2.  Hak Anak 
Negara Indonesia mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia 
warga negaranya, termasuk hak asasi manusia anak yang ditandai dengan 
adanya jaminan adanya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lain, baik nasional 
maupun internasional. Jaminan tersebut terlihat dari Negara Indonesia 
melakukan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu 
pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 
Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child 
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak).28 
Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut Pemerintah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, secara substantif telah mengatur beberapa hal terkait 
persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual,   
anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi 
pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak 
yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik 
bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.29 
Dalam pelaksanannya Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
terkait jaminan hak asasi manusia, dimana anak merupakan manusia yang 
memiliki hak yang setara untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun 
instrumen hukum telah mengatur mengenai perlindungan anak, dalam 
perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih 
adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang 
sektoral tentang definisi terhadap anak di masyarakat. Sehingga 
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diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.30 Dalam 
kenyataannya implementasi daripada sebuah peraturan tidak ada yang 
sempurna, hal ini dibuktikan masih banyak ditemui kasus eksploitasi 
terhadap anak. 
Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan dan 
didapatkan oleh anak berusia dini dan remaja usia antara 12-18 tahun. 
Hak anak belaku bagi setiap anak tanpa pengecualian baik yang masih 
memiliki orang tua atau sudah tidak memiliki orang tua. Menurut Konvensi 
Hak Anak (KHA) yang diratifikasi dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1997, 
terdapat hak mutlak anak, atau yang lebih dikenal dengan sepuluh asas 
yang terkandung di dalam Deklarasi Hak-Hak Anak adalah sebagai 
berikut: 
Asas 1: Setiap anak tanpa pengecualian berhak mendapatkan  
pemenuhan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur 
dalam deklarasi ini. Dengan kata lain tanpa melakukan 
perlakuan yang beda didasari dengan suku, ras, agama, 
pandangan politik, bahkan status sosial, kaya maupun miskin. 31 
 Di Indonesia asas yang pertama tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 
ayat 2, “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.” 
Asas 2 :  Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan 
harus memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum serta 
didukung oleh sarana lain agar mampu mengembangkan 
dirinya  secara fisik, moral, kejiawaan, dan spiritual dan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia wujud dari 
implementasi dari asas ini tercantum dalam Undang-Undang 
Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat a:  
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan 
penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan 
                                                             
30Akmal, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Kota Medan (online), Universitas Al Washliyah Medan, vol 
6, nomor 1, hlm 5, https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/articlr/view/25/14  
(01  April 2021) 




dan perkembangannya dengan wajar, baik secara 
rohani, jasmani maupun sosial. 
 
Asas 3 : Setiap anak sejak dilahirkan ke dunia berhak mendapatkan 
nama. Hal ini bertujuan untuk identitas, serta untuk 
pemenuhan hak-hak sebagai warga negara dan pelaksanaan 
kewajiban.  
Asas 4 :  Anak berhak atas jaminan kemasyarakatan untuk tumbuh dan  
kembang secara sehat. Di Indonesia implementasi asas ini 
diatur dalam pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 
Kesejaheraan anak. 
 Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kesejahteraan Anak: 
 Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi 
warga negara yang baik dan berguna. 
  
 Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kesejahteraan Anak, “Anak 
berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”32 
Asas 5  :  Anak yang karena keadaan tertentu sehingga mengakibatkan   
 cacat secara mental, fisik daln lemah kedudukan sosialnya harus 
memperoleh pendidikan, perawatan, serta perlakuan khusus 
sesuai dengan kebutuhannya.  
Di Indonesia implementasi dari asas tersebut terdapat dalam 
Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak menyatakan, 
“Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh 
asuhan oleh negara atau orang tua, badan.” 
Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Kesejahteraan Anak 
menyatakan, “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus 
untuk mencapai tingkat kemampuan dan kesanggupan anak 
yang bersangkutan.” 
Asas 6:  Setiap anak berhak untuk mengembangkan kepribadian sehingga 
harus tumbuh secara maksimal dan harmonis memerlukan kasih 
sayang dan perhatian. Dalam hal ini peran orang tua maupun 
                                                             




pihak lain yang mengasuh ini sangatlah penting untuk 
membentuk kepribadian anak. 33 
 Implementasi dari asas ini adalah terdapat dalam Pasal 9 
Undang-Undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa, “Orang 
tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab terwujudnya 
kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.” 
Asas 7:  Setiap anak tanpa pengecualian berhak mendapatkan pendidikan 
yang layak sebagai bekal masa depan. Selain itu berguna untuk 
meningkatkan pengetahuan pada diri sang anak.  
Asas 8:  Anak harus mendapatkan perlindungan dan pertolongan terlebih 
dahulu dalam keadaan apapun.  
Asas 9: Anak berhak mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan 
dan diskriminasi, serta tidak boleh dijadikan objek 
perdagangan.34 
Asas 10: Anak berhak mendapatkan perlindungan agar terhindar dari 
diskrimasi sosial, agama serta hal-hal yang mengarah pada 
bentuk dikskriminasi lainnya.35 
Secara prinsip upaya perlindungan terhadap anak dalam Konvensi 
Hak Anak 1989 dilakukan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh 
negara berdasarkan empat prinsip yang universal dimana telah diakui oleh 
banyak negara dan bersifat menyeluruh, terutama bagi negara yang 
meratifikasi Konvensi Hak Anak. Empat prinsip yang dimaksud adalah: 
1. Prinsip non diskriminasi; tidak boleh ada pembedaan perlakuan 
terhadap anak. 
2. Kepentingan terbaik untuk anak; 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dimulai 
sejak anak dalam kandungan, anak wajib diberikan kesempatan 
sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang. 
4. Penghargaan terhadap anak.36 
                                                             
33Ibid, hlm 15. 
34Ibid, hlm 16. 
35Ibid, hlm 17. 
36Muwasaun Niam, 2015, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban 
Kekerasan Seksual (online), http://www.lpmbursa.org/2015/08/upaya-perlindungan -hukum-




Pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak telah mengatur sedemikian 
rupa mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal tersebut penting 
untuk diperhatikan dan mendasari penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhan terhadap hak anak mengingat dalam kenyataannya masih 
terdapat diskriminasi dan eksploitasi tertentu yang terjadi pada anak. 
37Bahkan keluarga dekat atau kerabat serta orang-orang yang sering 
berinteraksi dengan anak merupakan sebab terjadinya pelanggaran hak-
hak anak.38 Dari penjelasan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak 
anak secara khusus dalam setiap kondisi menunjukkan bahwa anak 
merupakan kelompok rentan dikarenakan belum dapat mengatur diri 
sendiri masih membutuhkan pengawasan dan penjagaan dari orang tua 
maupun wali. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak pun, dijelaskan 
anak merupakan subjek yang harus dilindungi dan diawassi berdasatkan 
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.39 
Dalam perspektif hak anak, untuk melindungi, memajukan, dan 
memenuhi hak-hak yang melekat padanya, Johanna Eriksson berpendapat 
anak membutuhkan pengaturan dan perhatian khusus dikarenakan 
beberapa alasan: 
1. Setiap anak dianggap memiliki status yang setara dengan orang 
dewasa. 
2. Kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak 
merupakan proses yang penting bagi kehidupan masyarakat. 
3. Setiap anak membutuhkan bimbingan orang dewasa agar dapat 
berkembang sehingga dapat menjadi manusia mandiri. 
4. Masa kanak-kanak merupakan masa yang formatif, dimana banyak hal 
yang masih dapat mempengaruhi kehidupan anak. 
5. Anak akan cenderung melihat dan meniru perilaku positif dan negatif 
yang ada di lingkungannya. 
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6. Anak masih belum mengerti sistem hukum.40 
3.  Perlindungan Anak 
Teori perlindungan hukum keberadaannya dalam masyarakat  
merupakan sarana untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban, 
sehingga dalam hubungan antar masyarakat yang satu dengan lainnya 
dapat dijaga kepentingan dan haknya. Dimana hukum merupakan 
perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma. 
Dimana hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi 
yang bersifat umum dan normatif.41  
Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab semua 
elemen dalam masyarakat termasuk keluarga, orangtua, negara dan 
pemerintah  dalam semua bidang kehidupan masyarakat demi 
terlindunginya hak-hak anak.42 Perlindungan anak menjadi penting 
dikarenakan mereka merupakan generasi penerus bangsa dan juga 
merupakan warga negara Indonesia, sehingga sama-sama memiliki 
kedudukan yang sama dihadapan hukum. Salah satu bentuk perlindungan 
anak adalah kepastian hukum bagi anak, dikarenakan kepastian hukum 
berguna untuk mencegah diskriminasi anak yang menyebabkan dampak 
negatif.43 
Perlindungan anak merupakan pemberian jaminan dalam hal 
keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa 
sekarang, nanti, serta masa yang akan datang, hakikat perlindungan anak 
bukan hanya terletak dalam instrumen hukumnya melainkan perangkat 
lain seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan 
terhadap anak. Jadi dapat dimaknai perlindungan anak merupakan 
perlindungan  perlakuan terhadap anak yang terlepas dari kekerasan fisik 
maupun mental, penyalahgunaan tanggung jawab dalam bentuk apapun 
dan eksploitasi.44  
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Terdapat rumusan mengenai Perlindungan Anak berdasarkan Hasil/ 
Seminar Perlindungan anak/remaja oleh Prayuana Pusat pada tanggal 30    
Mei 1977, yakni sebagai berikut : 
a. Merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang 
maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk 
melakukan perlindungan hak-hak anak. 
b. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, 
masyarakat, badan pemerintah maupun swasta untuk pengamanan, 
pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah 
anak, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya. 45 
Perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, 
dimana keduanya merupakan inti dari perlindungan anak. Inti dari 
perlindungan anak adalah : 
1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup: 
a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan 
b. Perlindungan dalam hukum keperdataan. 
2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: 
a. Perlindungan dalam bidang sosial, 
b. Perlindungan dalam bidang kesehatan, 
c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.46 
Selain bentuk perlindungan di atas, ada bentuk perlindungan secara 
khusus diaman perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau 
lembaga negara lainnya kepada : 
a. Anak dalam situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. Anak korban eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; 
e. Anak yang diperdagangkan; 
f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika; 
g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; 
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h. Anak korban kekerasan, baik secara fisik mauupun mental; 
i. Anak penyandang cacat; 
j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.47 
Bentuk perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat  
terhadap anak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun seksual adalah 
sebagai berikut: 
a. Penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang menjadi 
korban eksploitasi; 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; 
c. Pelibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah, perusahaan, serikat 
pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam 
penghapusan eksploitasi terhadap anak.48 
Perlindungan anak berguna bagi anak dan orang tuanya serta 
pemerintah, oleh sebab itu koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu 
diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan 
perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak berhubungan 
dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu : 
1) Luas lingkup perlindungan : 
a. Perlindungan pokok meliputi : sandang, pangan, pemukiman, 
pendidikan, kesehatan, hukum. 
b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.  
c. Penggolongan keperluan primer dan sekunder berakibat pada 
prioritas pemenuhannya.  
2) Jaminan pelaksanaan perlindungan: 
a. Guna mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap 
pelaksanaan kegiatan perlindungan, yang dapat diketahui, 
dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.  
b. Jaminan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam 
bentuk undang-undang atau peraturan daerah, dimana 
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perumusannya sederhana akan tetapi dapat dipertanggung- 
jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.  
c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di 
Indonesia tanpa mengabaikan cara perlindungan yang diterapkan di 
negara lain, patut menjadi acuan dan pertimbangan. 49 
Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan bagian yang  
tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak harus mendapatkan 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.50  
Selain adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 
mengatur tentang Perlindungan Anak, terdapat kebijakan-kebikan 
Perlindungan lain yang menjadi acuan pelaksanaan Perlindungan Anak, 
diantaranya: 
a. Core Commitments for Children in Humanitarian Action-CCCs 
(Komitmen Inti bagi Anak dalam Aksi Kemanusiaan) UNICEF 
(diperbaharui pada tahun 2010). 
b. Professional Standards for Protection Work (Standar-Standar 
Profesional Untuk Upaya Perlindungan) (ICRC, 2009). 
c. The Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children 
(Prinsip-Prinsip Panduan Mengenai Anak Yang Terpisah dari Orangtua 
dan Tanpa Pendamping) (Save The Childre, UNICEF, IRC, ICRC, 
UNHCR, World Vision, 2004)51 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus berjalan efektif, maka 
diperlukan lembaga yang independen dengan tujuan untuk mendukung 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya Perlindungan Anak. 
52Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 menyatakan, 
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“Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan 
pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi 
Perlindungan Anak.” Perlindungan terhadap Anak harus ditegakkan secara 
hukum. Dimana penegakan hukum sendiri menurut Hardjosoemantri 
merupakan “kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk 
itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi mutlak.“53 
4.  Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak 
Kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Konvensi Anak 
tidak diakui atau tidak diatur dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang diakui dalam 
UUD 1945 hanya hak hidup, hak tumbuh kembang dan hak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.54 
Tidak diaturnya dan diakuinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak 
dan hak anak untuk didengar atau penghargaan pada pendapat anak 
(partisipasi) dalam Konstitusi Indonesia, selain membuktikan tidak semua 
ketentuan dan pinsip-prinsip umum Konverensi Hak Anak ditetapkan di 
Indonesia tetapi juga tidak mewajibkan negara Indonesia untuk 
memperkenalkan dan melaksanakan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak 
dikarenakan reservasi atas hal tersebut masih belum berlaku.55 
Dampak yuridis sebagai akibat belum diaturnya kepentingan terbaik 
bagi anak dan penghargaan pada pendapat anak dalam konstitusi, 
sesungguhnya hak anak belum sepenuhnya terjamin dalam sistem hukum 
yang ada. Jika semua prinsip dalam Konvensi Hak Anak diakomodasi 
menjadi norma konstitusi, semua peraturan perundang-undangan yang 
ada harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi 
yang berlaku.56 
Menurut Konvensi Anak dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa : 
1. Dalam tindakan yang berhubungan dengan anak, baik yang dilakukan 
oleh pemerintah maupun lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan 
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hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan 
terbaik yang dimiliki anak harus menjadi pertimbangan utama. 
2. Negara bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan 
pemeliharaan yang diperlukan bagi kesejahteraan anak, serta 
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali hukum, atau 
orang lain yang bertanggung jawab secara hukum. Untuk mencapai 
tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan 
administratif yang layak.  
3. Negara harus menjamin bahwa institusi, pelayanan dan fasilitas yang 
bertanggung jawab atas perawatan atau perlindungan anak harus 
sesuai standar, baik jumlah dan kesesuaian stafnya, serta dalam hal 
pengawasan ditentukan oleh pihak yang berwenang dan 
berkompeten dalam bidang keselamatan dan kesehatan.57 
Komite Hak Anak menyoroti pasal 3 angka 1, bahwa kepentingan 
terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan 
yang menyangkut anak. Prinsip ini pertama kali muncul dalam Deklarasi 
Hak-Hak Anak tahun 1959. Interpretasi kepentingan terbaik anak atau 
penggunaan prinsip ini tidak dipakai untuk mengesampingkan hak individu 
anak yang dijamin oleh pasal-pasal lain dalam konvensi. Pasal 3 angka 1 
menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga publik/swasta harus 
memperhatikan  dampak tindakan mereka  terhadap anak, dalam rangka 
mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.58 
Prinsip kepentingan terbaik untuk anak merupakan alah satu prinsip 
yang menjamin efektifnya implementasi Konvensi Hak Anak dan 
merupakan hak dasar bagi operasionalisasi hak-hak lain dalam konvensi 
ini. Prinsip ini dapat dipergunakan sebagai landasan utama dalam 
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 B.  Kajian Umum Tentang Eksploitasi Anak 
1.Definisi Eksploitasi Anak  
1.1. Definisi Menurut Para Ahli 
a. Menurut Joni eksploitasi merupakan, “tindakan memanipulasi individu 
lain untuk kepentingan diri sendiri.” 60 
b. Eksploitasi menurut Suharto merupakan,“sikap perlakuan diskriminatif 
yang dilakukan secara sewenang-wenang.”61  
c. Eksploitasi menurut Martaja merupakan, “tindakan dimana seseorang 
digunakan secara tidak etis untuk keuntungan ataupun manfaat 
pribadi."62 
1.2. Definsi Menurut Undang-Undang 
a. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 
sebagai berikut : 
“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan 
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, 
seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 
seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan 
baik materiil maupun immateriil.” 
b. Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan sebagai berikut : 
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan 
berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: 
a. Diskriminasi; 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. Penelantaran; 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
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e. Ketidakadilan; dan 
f.   Perlakuan salah lainnya. 
 
c. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
dijelaskan bahwa : 
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: 
a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan 
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga 
swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan 
eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual. 
 
d. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
dijelaskan bahwa, “Setiap orang dilarang menempatkan, 
membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak.” 
1.3. Definisi Secara Umum  
Eksploitasi anak merupakan tindak pidana, yang dapat diartikan 
sebagai berikut : 
a. Penggunaan atau pengarahan tenaga kerja sebagai buruh 
industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga 
mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik sehingga 
menimbulkan hambatan fisik, mental, dan sosial, baik dengan 
atau tanpa paksaan; 
b. Merupakan keuntungan sepihak, yang artinya di pihak anak 
mendapatkan kerugian sedangkan pihak yang melakukan 
eksploitasi mendapatkan keuntungan;   
c. Penggunaan bayi untuk mengemis.63 Pelaku dari eksploitasi anak 
tidak hanya dari pihak luar saja melainkan dari pihak keluarga 
                                                             





contohnya orang tua juga dapat menjadi pelaku eksploitasi 
terhadap anak.   
2.  Bentuk - Bentuk Eksploitasi  
Bentuk-Bentuk Eksploitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2003 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 
1. Eksploitasi Ekonomi/ Fisik 
Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk 
dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau keuntungan orang 
yang melakukan eksplotasi terhadap anak. Bentuk tindakannya dapat 
berupa seperti menyuruh bekerja dan menjuruskan anak pada 
pekerjaan yang belum pantas untuk dijalaninya, tidak sesuai dengan 
umurnya.64 
Contoh : 
a. Pekerja /buruh anak di sektor industri dan /atau perusahaan yang 
berbahaya. 
b. Pengemisan anak terlantar (anak jalanan), dan lain-lain. 
2. Eksploitasi Sosial 
Eksploitasi sosial merupakan segala bentuk penyalahgunaan 
ketidakmampuan anak yang dapat mengganggu pertumbuhan 
anak/emosional anak. Bentuk tindakannya dapat berupa 
mengeluarkan kata-kata yang tidak baik bagi anak, penghinaan, 
penolakan terhadap anak, perlakuan negatif terhadap anak, 
memberikan hukuman yang berlebihan.65 
3. Eksploitasi Seksual 
Eksploitasi seksual adalah tindakan yang melibatkan seorang anak 
dalam kegiatan seksual dimana anak belum memahaminya. Bentuk 
perbuatannya adalah perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain 
yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan yang menjurus 
pada porno, melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi, 
memanfaatkan anak untuk produk pornografi.66 
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a. Prostitusi anak 
Merupakan kegiatan yang melibatkan anak dalam kegiatan seksual 
dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.  
b. Sodomi 
Merupakan tindakan pencabulan yang dilakukan sesama jenis 
kelamin atau bahkan dengan binatang, senggama antar manusia 
secara oral atau anal, dimana yang marak dalam masyarakat 
biasanya dilakukan antar pria. 
c. Pornografi anak 
Merupakan kegiatan menampilkan bagian tubuh anak, dilakukan 
dengan cara apa saja tujuannya untuk aktivitas seksual baik 
secara nyata maupun tidak nyata.  
d. Perdagangan anak untuk tujuan seksual 
Merupakan kegiatan perekrutan, pemindahtanganan atau 
penampungan dan penerimaan anak dengan tujuan eksploitasi 
seksual baik antara daerah maupun antar negara. 
e. Perkawinan anak 
Menikahkan atau menikahi seorang anak di bawah 18 tahun 
dengan tujuan menjadikannya sebagai obyek seksual untuk 
menghasilkan uang atau imbalan lainnya.67 
3. Dampak Eskploitasi Terhadap Anak 
Eskploitasi anak merupakan tindak pidana yang dilarang dalam 
undang-undang dikarenakan menimbulkan dampak negatif bagi anak, 
diantaranya sebagai berikut :    
a. Anak tidak jujur, ketakutan, sulit percaya pada orang lain, dan sulit 
percaya pada orang lain. 
b. Anak merasa harga dirinya rendah. 
c. Terganggunya perkembangan psikologis dan interaksi sosial. 
d. Dalam berinterkasi dengan orang lain mengalami kesulitan.  
e. Anak berpotensi melakukan kekerasan pada orang lain. 
f. Mengalami kecemasan, gangguan panik, dan depresi. 
                                                             
67Dwi Hilana Yesika, Eksploitasi Anak dalam UU Perlindungan Anak Menurut 




g. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.  
h. Mempunya tendesi untuk melakukan prostitusi. 
i. Mengalami masalah serius ketika usia dewasa. 
C.  Kajian Umum Tentang Beasiswa 
Beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan 
kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang dipergunakan demi 
keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa juga dapat diartikan 
sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.68 Secara umum 
beasiswa identik dengan pemberian bantuan berupa dana kepada 
seseorang berdasarkan prestasi atau hal lainnya.  
Beasiswa diberikan oleh pemerintah, perusahaan, maupun yayasan. 
Pemberian beasiswa dapat dikategorikan berupa pemberian cuma-cuma 
atau pemberian dengan ikatan kerja setelah selesai pendidikan. Jangka 
waktu ikatan berbeda-beda, tergantung kesepakatan lembaga yang 
mengadakan beasiswa tersebut.69 
Beasiswa memiliki fungsi sebagai bantuan dana bagi mahasiswa yang 
kurang mampu maupun yang berprestasi untuk dapat memperoleh 
pendidikan yang layak, dengan difasilitasi oleh lembaga pemerintah 
maupun swasta.70 Disamping memiliki fungsi beasiswa juga memiliki tujuan 
diantaranya:  
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi untuk dapat 
berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju pada 
kemandirian di tengah peraturan global; 
2. Mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan dengan 
memberikan beasiswa kepada penerima beasiswa yang berprestasi; 
3. Memberikan bantuan dana kepada penerima beasiswa yang terkendala 
secara ekonomis atau geografis.  
Selain itu beasiswa memiliki beberapa jenis, diantaranya: 
                                                             
68Dian Permata Sari, Desember 2018, Penerapan Metode SAW (Simple Additive 
Weighting) Dalam Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima 
Beasiswa  Pada SMK N 2 Payakumbuh (online), Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen 
Informatika, Vol.5 No. 2, hlm 212, http://prosiding-saintiks.ftik.unikom.ac.id/jurnal/penerapan-
metode-saw-simple.30, ( 3 Januari 2021). 
69Dian Permata Sari, Loc.cit, hlm 212. 




1. Beasiswa Penghargaan 
Diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan di bidang akademik. 
2. Beasiswa Bantuan  
Beasiswa ini dipergunakan untuk mendanai kegiatan akademik para 
mahasiswa yang kurang beruntung, serta memiliki prestasi. 
3. Beasiswa Atletik  
Beasiswa yang dipergunakan untuk mendanai seseorang yang memiliki 
prestasi di bidang atletik. 
4. Beasiswa Penuh 
Beasiswa yang diberikan kepada penerimanya guna menutupi biaya 
studinya secara keseluruhan.71 
Dalam pemberian beasiswa para pihak melakukan seleksi untuk 
memproses pihak yang layak mendapatkan bantuan beasiswa. Beberapa 
lembaga bahkan membatasi penerima beasiswa dengan pemberian kuota 
maksimum pada setiap penerimannya. Secara tidak langsung terdapat 
hubungan dimana ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan masing-
masing pihak. Dengan pemberian beasiswa semakin banyak anak 
Indonesia yang terbantu untuk menyelesaikan program pendidikan maupun 
pelatihan. Penerima beasiswa dalam memperoleh haknya tentu harus 
melaksanakan kewajiban baik yang ditentukan oleh pemberi beasiswa atau 
yang sekedar kewajibannnya sebagai siswa. 
D.  Kajian Umum Tentang Logo Merek Perusahaan    
Sejak zaman Belanda telah dikenal tentang merek di Indonesia, terlihat 
dari terdapat peraturan yang pertama kali mengatur tentang merek yakni 
Reglement Industriele Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 
Nomor 545 Jo. Stb. 1913 Nomor 214. Bahkan setelah Indonesia merdeka 
aturan ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 
sampai tahun 1961 tentang merek dan perusahaan perniagaan.  
Setalah itu ada pergantian peraturan merek dilakukan pada tahun 
1992 dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang Merek. Kemudian terjadi 
perubahan pada tahun 1997 dengan diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 14 tentang merek, kemudian terjadi perubahan dengan Undang-
                                                             




Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Kemudian perubahan 
terakhir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis yang masih berlaku sampai saat ini.72 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis yang masih berlaku sampai saat ini, 
dijelaskan: 
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam 
bentuk 2 (Dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 
hologram,atau kombinasi dari 2(dua) atau lebih unsur tersebut  untuk 
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau 
badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 
 
Secara sederhana merek memiliki suatu hologram atau perpaduan dari 
dua atau lebih unsur untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi 
oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau 
jasa. Ada beberapa unsur dalam merek yaitu: 
a. Tanda  
b. Memiliki daya pembeda bertujuan untuk membedakan antara 
produk perusahaan satu dengan lainnya. 
c. Digunakan untuk perdagangan barang  dan atau jasa.73  
Lingkup merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Merek 
meliputi merek dagang dan merek jasa. Sebenarnya yang dimaksud 
dengan merek dagang adalah merek barang kareba merek yang digunakan 
pada barang dan digunakansebagai lawan dari merek jasa. Pengertiannya 
adalah sebagai berikut: 
a. Merek dagang merupakan merek yang dipergunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum dengan tujuan sebagai pembeda dengan 
barang-barang sejenis lainnya agar memiliki identitas tersendiri. 
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b. Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama 
atau badan hukum dengan tujuan sebagai pembeda dengan jasa-jasa lain 
yang sejenis agar memiliki identitas.74 
Selain pengertian secara yuridis, beberapa ahli juga mengungkapkan 
mengenai pengertian dari merek. Salah satunya adalah Keller, memberikan 
definisi bahwa sebuah merek merupakan lebih dari sekedar produk, karena 
mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferesiansi produk lain yang 
sejenis. Dimana diferensiasi harus rasional dan nyata dengan performa 
suatu produk dari sebuah merek atau lebih simbolis, emosional, dan tidak 
kasat mata yang mewakili merek. Merek/brand dapat berbentuk logo, 
nama, trademark atau bahkan gabungan dari keseluruhannya. Untuk 
mendapatkan hak atas merek penting dilakukan pendaftaran, dengan 
begitu merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa oleh 
suatu perusahaan akan mendapatkan perlindungan hukum. Sistem 
perlindungan merek dalam undang-undang dinyatakan orang yang pertama 
kali mendaftarkan merek maka dialah yang berhak menggunakan merek 
tersebut.75  
Hal tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Merek, bahwa suatu 
logo mendapatkan perlindungan setelah logo tersebut didaftarkan diatur 
dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis “Hak atas 
Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” Perlindungan atas 
merek sangat diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat 
diatasi dengan hukum yang berlaku.  
Secara umum juga dapat disimpulkan bahwa merek merupakan hak 
eksklusif yang diberikan  negara kepada pemilik merek yang terdaftar 
dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan 
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak 
lain untuk menggunakannya. Hak merek juga dinyatakan sebagai hak 
eksklusif dikarenakan hak tersebut merupakan hak pribadi bagi pemiliknya 
dan diberi hak untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri 
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menggunakannya. Satu merek dapat memiliki oleh satu orang atau lebih 
atau badan hukum. Pemberian izin oleh pemilik merek yang diberikan 
kepada orang lain berupa pemberian lisensi, yaitu memberikan izin kepada 




















                                                             





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Makna Eksploitasi Secara Ekonomi Pada Anak Dalam Pasal 66 dan  
76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak   
Eksploitasi merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan 
perundang-undangan di Indonesia serta merupakan tindak pidana. Salah 
satu bentuk eksploitasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak  adalah eksploitasi secara ekonomi. Korban dari 
eksploitasi dapat terjadi pada anak dikarenakan mereka merupakan 
kelompok yang rentan. Makna eksploitasi dapat dikaji dalam berbagai sudut 
pandang antara lain gramatikal, doktrin, serta yurisprudensi.  
1.  Pengertian Frasa Eskploitasi Secara Ekonomi Menurut (Bahasa) 
Gramatikal  
Pengertian eksploitasi dilihat dari segi gramatikal menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah “pengusahaan dengan cara besar-
besaran dalam bidang perkebunan, pertambangan; pendayagunaan, 
pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang 
tenaga orang).” Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
ada frasa mengeksploitasi, adalah “mengusahakan, mendayagunakan 
(perkebunan, tambang, dan sebagainya), mengeruk (kekayaan), 
memeras (tenaga orang lain). Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) terdapat frasa eksploitir, yakni “memanfaatkan, 
mendayagunakan, memanfaatkan untunk keuntungan sendiri, memeras 
habis-habisan.77 
Sedangkan makna frasa ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), merupakan: 
“ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian 
barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, 
perindustrian, dan perdagangan)”. Serta pemanfaatan uang, 
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tenaga, waktu dan sebagainya, serta tata kehidupan 
perekonomian suatu negara.” 78 
 
Melihat definisi frasa eksploitasi dan ekonomi dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), dapat dianalisis eksploitasi secara  ekonomi 
merupakan suatu kegiatan/ usaha yang dilakukan secara besar-besaran 
oleh suatu pihak dilakukan dengan cara pendayagunaan, pemanfaatan 
uang, tenaga, dan waktu serta pemerasan tenaga orang dengan tujuan 
untuk mendapatkan keuntungan pribadi.  
Kemudian definisi eksploitasi secara gramatikal juga dijelaskan 
dalam Black Law dictionary, sebagai berikut: 
“Exploitation is act or process of exploitating, making use of, or 
working up; utilization by aplication of industry, argument, or 
other means of turning to account, as the exploitation of a mine or 
a forest, State Finance.”79 
 
Sedangkan definisi frasa ekonomi dalam Black Law dictionary,  
“Economy is frugality; prudent economy. Not synonymous with 
“parsimony”. Included that which pertains to the satisfaction of man’s 
needs.” 80 
Menurut pengertian frasa eksploitasi dan ekonomi dalam Black Law 
dictionary dapat dianalisis makna eksploitasi secara ekonomi adalah suatu 
kegiatan atau mengolah dan memanfaatkan orang lain dengan tujuan 
yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, namun dalam 
hal ini yang dipentingkan adalah kepentingan pelaku semata.  
Korban dari kegiatan eksploitasi secara ekonomi yang dimaksud 
diatas adalah anak, anak menurut Atmasasmita merupakan seseorang 
yang usianya masih dibawah umur, sehingga mereka diartikan sebagai 
manusia yang belum dewasa serta belum pernah menikah.81  
Sehingga jika diuraikan definisi eksploitasi secara ekonomi terhadap 
anak secara gramatikal memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
I. Subjek  
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Dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi. 
II. Objek 
 Korban dari kegiatan ini adalah anak-anak yang masih di bawah  
umur. 
III. Unsur Subjektif 
Dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku dari awal sudah   
memiliki niat untuk melakukan kegiatan tersebut. 
IV. Unsur Objektif 
  Dilakukan dengan cara pendayagunaan, pemanfaatan uang, 
tenaga, dan  waktu serta pemerasan tenaga orang, mengolah dan 
memanfaatkan orang lain.  
V. Tujuan 
 Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam bidang ekonomi 
dan memenuhi kebutuhan pribadi/perorangan. 
2.  Pengertian Frasa Eksploitasi Secara Ekonomi Menurut Para Ahli 
(Doktrin) 
Selain pengertian secara gramatikal, eksploitasi secara ekonomi 
juga dapat dikaji menurut pandangan beberapa ahli atau biasa disebut 
doktrin. Berikut adalah pengertian eksploitasi secara ekonomi terhadap 
anak menurut pandangan beberapa ahli. 
a. Menurut Joni eksploitasi merupakan “tindakan memanipulasi individu 
lain untuk kepentingan diri sendiri.”82 Tindakan eksploitasi pada 
dasarnya untuk mencapai keuntungan pribadi atau kepentingan 
kelompoknya dengan memanfaatkan orang lain sebagai korban. 
b. Eksploitasi menurut Suharto merupakan “sikap perlakuan diskriminatif 
yang di lakukan secara sewenang-wenang.”83 Dari pengertian tersebut 
jelas bahwa tindakan yang dilakukan melanggar hak-hak orang lain, 
dimana dalam hukum hak seseorang tidak boleh dibatasi kecuali oleh 
hukum itu sendiri, dalam hal ini termasuk eksploitasi terhadap anak 
secara ekonomi.  
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c. Eksploitasi menurut Martaja merupakan “tindakan dimana seseorang 
digunakan secara tidak etis untuk keuntungan ataupun manfaat 
pribadi.”84 cara-cara yang dilakukan untuk mencapai keuntungan 
pribadi merupakan tindakan yang melanggar aturan, baik secara 
norma dalam masyarakat maupun secara hukum nasional Indonesia. 
d. Disampaikan juga definisi eksploitasi secara ekonomi menurut Mrs. 
Marta Santos Pais. Namun ia juga memisahkan definisi frasa eksploitasi 
dan frasa ekonomi sebagai berikut : 
“Exploitation means taking unjust advantage of another for one’s 
own advantage or benefit. It covers situations of manipulation, 
misuse, abuse, victimition, oppression or ill-treatment.  
Economic implies the idea of a certain gain or profit through the 
production, distribution and consumption of goods and services. The 
material interest has an impact on the economy of a certain unit, be 
it the state, the community or the family.”85 
 
Dari pengertian tersebut, eksploitasi secara ekonomi merupakan 
kegiatan manipulasi, penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan 
atau perlakuan buruk dengan tujuan untuk mencapai keuntungan 
tertentu melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, atau 
yang berkaitan dengan unit perekonomian.  
e. Karl Marx, mendefinisikan eksploitasi adalah: 
Exploitation was a phenomenon that characterized all class based 
society, not only capitalism. Indeed, it is feudal society, not 
capitalism, where the exploitative nature of class relations is clearest. 
Under feudalism, it is readily apparent that serfs use some of their 
labor power for the own benefit, while another part is used for the 
benefit of the feudal.86 
 
Jika dianalisis pengertian eksploitasi menurut Karl Marx tersebut, 
bahwa eksploitasi secara ekonomi  dapat terjadi dalam semua masyarakat 
berbagai kalangan bukan hanya masyarakat kapitalis saja, dapat terjadi di 
seluruh kalangan masyarakat tanpa melihat status kelas.  
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Dikarenakan menurut doktrin tidak ada definisi eksploitasi secara 
ekonomi yang dijelaskan secara eksplisit, mayoritas para ahli 
menyampaikan definisi eksploitasi dan ekonomi secara terpisah, sehingga 
dapat diambil suatu kesimpulan. Berikut adalah definisi frasa ekonomi 
menurut beberapa ahli. 
a. Aristoteles, “ekonomi merupakan suatu cabang yang dapat digunakan 
melalui dua jalan yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan 
ditukarkan dengan barang.”87 
b. Adam Smith, “ekonomi merupakan ilmu sistematis yang memnnpelajari 
tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber 
daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu.”88 
c. M.Manullag, “ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi 
tercapainya kemakmuran.”89 
Menurut penulis, melihat makna eksploitasi yang dipaparkan oleh 
para ahli  bahwa eksploitasi secara ekonomi terhadap anak merupakan 
tindakan melawan hukum berupa manipulasi, pendayagunaan, viktimisasi, 
penindasan, yang dilakukan secara diskriminatif dan sewenang-wenang, 
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau untuk 
kelompoknya, dimana orientasi utamanya adalah keuntungan dalam 
bidang ekonomi baik berupa uang maupun hal lain yang senilai dengan 
uang, dimana korbannya adalah anak-anak. Anak yang dieksploitasi 
secara ekonomi rata-rata melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya 
dilakukan saat usia anak-anak. Serta kegiatan eksploitasi secara ekonomi 
dapat terjadi dalam berbagai kalangan. 
Jika dianalisis unsur-unsur kegiatan eksploitasi secara ekonomi 
berdasarkan pengertian beberapa ahli adalah sebagai berikut: 
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    Setiap orang. 
b. Objek 
 Korbannya adalah anak. 
c. Unsur subjektif 
    Dilakukan dengan sengaja. 
d. Unsur objektif 
Tindakan melawan hukum berupa manipulasi, pendayagunaan,  
viktimisasi, penindasan, yang dilakukan secara diskriminatif dan 
sewenang-wenang. 
e. Tujuan 
Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau untuk 
kelompoknya, dimana orientasi utamanya adalah keuntungan dalam 
bidang ekonomi baik berupa uang maupun hal lain yang senilai dengan 
uang. 
3.   Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Menurut 
Hukum (Yuridis) 
Pengertian tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dari segi 
yuridis terbagi menjadi dua, yakni pengertian dari peraturan internasional 
yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia.  
I. Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak  
Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak 
pada tahun 1990, merujuk dari Konvensi Hak Anak tersebut Indonesia 
mengadopsi Konvensi Internasional tersebut ke dalam Undang-Undang 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian dilakukan 
perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002. Sehinga hak-
hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak 




tersebut menjamin hak anak dalam bidang sipil, politik, ekonomi, 
sosial, kesehatan, dan budaya.90 
Salah satu Pasal yang diadopsi kedalam peraturan di Indonesia 
terkait Pelrindungan Anak adalah Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak yang 
berbunyi: 
1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi 
dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap 
pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu 
pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau 
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial 
anak. 
2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah 
legislatif, adminitratif dan pendidikan untuk menjamin 
pelaksanaan pasal ini. Untuk ini dan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang relevan dari perangkat-perangkat 
internasional, negara-negara peserta khususnya akan: 
a. Menentukan usia minimum atau usia-usia minimum 
untuk diterima bekerja; 
b. Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja 
dan persyaratan kerja; 
c. Menentukan hukuman-hukuman yang tepat atau sanksi-
sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. 
 
Dari definisi yang dipaparkan dalam Pasal 32 Angka (1) Konvensi 
Hak Anak tersebut eksploitasi secara ekonomi dapat dimaknai dengan 
suatu kegiatan melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat 
mengganggu pemenuhan hak-hak anak baik dalam hal kesehatan 
ataupun perkembangan fisik, mental, bahkan spiritual seorang anak dan 
kegiatan tersebut dilarang dalam pasal ini. 
Kemudian dalam Angka (2) dapat dilihat menjelaskan bagaimana 
langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang 
melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak termasuk Indonesia untuk 
mendukung pelaksanaan Pasal ini terakait pelarangan eksploitasi secara 
ekonomi terhadap anak. Inti dari Angka (2) terkait langkah-langkah yang 
dilakukan yakni dengan menentukan peraturan yang tepat terkait jam 
kerja disertai dengan sanksi apabila ada yang melanggar. Namun dalam 
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konvensi tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit terkait unsur-unsur 
eksploitasi secara ekonomi.  
Dengan dilakukannya ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, pemerintah 
Indonesia mengupayakan sejumlah kemajuan dalam upaya pemenuhan 
hak anak dan perlindungan anak. Kemajuan tersebut terlihat dari adanya 
upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dimana hal yang 
paling mendasar yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah 
melakukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah 
memasukkan isu perlindungan anak ke dalam konstitusi. 91 
II. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
dijelaskan bahwa : 
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: 
a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan 
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga 
swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan 
eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
   
Dalam bagian penjelasan Pasal 66 Undang-UndangxNomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
eksploitasi secara ekonomi : 
     “ Merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak 
yang     menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas 
pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 
atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 
kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan 
keuntungan secara materiil.“   
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Jika dianalisis penjelasan pasal 66 mengatur tentang perbuatan 
eksploitasi secara ekonomi. Akan tetapi jika melihat secara keseluruhan 
bunyi pasal juga mengatur terkait kewajiban untuk melakukan 
perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi 
secara ekonomi. Dimana perlindungan hukum adalah suatu upaya yang 
dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-
hak anak, dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan 
swasta secara sadar.92 Hak anak dengan hak orang dewasa wajib 
dilindungi dan dipenuhi setara tanpa adanya diskriminasi.  
Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, perlindungan secara khusus terhadap anak dapat dilakukan melalui 
upaya sosialisasi peraturan terkait, kegiatan ini jika dianalisis bertujuan 
untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa ada peraturan 
yang melindungi hak-hak anak, termasuk dalam hal eksploitasi secara 
ekonomi.  Sehingga jika terjadi tindak pidana eksploitasi secara ekonomi 
terhadap anak, masyarakat mengetahui langkah-langkah yang diambil 
selanjutnya untuk melindungi hak-hak anak. 
Upaya kedua adalah melalui tindakan pemantauan, pelaporan, dan 
pemberian sanksi. Pemantauan merupakan upaya pengawasan yang 
dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk 
mengawasi jalannya perturan perundang-undangan terkait, sehingga 
upaya pemantauan dapat dijadikan sebagai upaya untuk membantu 
pemerintah. Kemudian setelah dilakukan pemantauan dapat dilakukan 
upaya pelaporan, pelaporan dilakukan apabila dalam pengawasan pihak-
pihak menemukan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dalam hal telah terjadi eksploitasi 
secara ekonomi terhadap anak, maka dapat dilakukan upaya pelaporan 
kepada pihak yang berwenang. Kemudian selanjutnya pemberian sanksi, 
pemberian sanksi dilakukan oleh pihak yang berwenang. 
Kemudian yang terakhir adalah upaya pelibatan berbagai pihak 
dalam masyarakat, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dalam 
                                                             




upaya penghapusan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Partisipasi 
tersebut dapat mendukung terlaksananya peraturan secara efektif dan 
efisien.  
III. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa : 
Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1) diberikan kepada: 
a. Anak dalam situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual; 
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
f. Anak yang menjadi korban pornografi; 
g. Anak dengan HIV/AIDS; 
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 
j. Anak korban kejahatan seksual; 
k. Anak korban jaringan teroisme; 
l. Anak penyandang disabillitas; 
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
n. Anak dengan perilaku sosial menimpang, dan 
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 
dengan kondisi orang tuanya. 
 
Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak masih berkaitan dengan Pasal 66, walaupun dalam 
penjelasan tidak dijelaskan maksud dari pasal ini, dapat dianalisis bahwa 
pasal ini mengatur terkait kondisi anak tertentu yang wajib diberikan 
upayan perlindungan secara khusus oleh pemerintah, pemerintah daerah 
dan lembaga lain yang memiliki wewenang memberikan perlindungan 
secara khusus terhadap anak. Salah satu kondisi yang dimaksud adalah 
anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. 
IV. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
Salah satu dasar hukum atau landasan yuridis pembentukan 




Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian dilakukan 
perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002. Dalam undang-undang 
ini tidak dijelaskan secara khusus terkait eksploitasi secara ekonomi, akan 
tetapi eksploitasi secara umum, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang bahwa: 
“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan 
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, 
seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
memindahkan atau mentransplantasi  organ dan/atau jaringan 
tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang 
oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil 
maupun immateriil.” 
Jika dianalisis terkait unsur-unsur dari Pasal 1 angka 7 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang adalah sebagai berikut : 
1. Subjek Hukum  
Setiap orang. 
2. Unsur Subjektif 
Setiap orang yang melakukan perbuatan eksploitasi dalam Pasal ini 
adalah sengaja dengan atau tanpa persetujuan korban. 
3. Unsur Objektif / Bentuk perbuatan yang dilarang  
Tindakan yang tidak terbatas pada kegiatan pelacuran, kerja atau 
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan 
perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi  organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan 
tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain. 
4. Tujuan  
Tujuan dari kegiatan eksploitasi ini untuk mendapatkan keuntungan baik 
dari segi materiil maupun immateriil dengan kata lain uang atau 




Walaupun dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
menjelaskan eksploitasi secara umum, akan tetapi jika dilihat bunyi dari 
pasal tersebut, telah mencakup kegiatan eksploitasi secara ekonomi 
terlihat adanya kegiatan yang dilarang berupa pemanfaatan secara fisik 
dimana orientasinya mendapatkan keuntungan pribadi pelaku, jadi tidak 
terbatas pada pelacuran yang merupakan tindakan eksploitasi secara 
seksual. 
V. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Setiap orang dilarang 
menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak.” 
Dalam Pasal 76I tersebut dijelaskan larangan untuk melakukan 
kegiatan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Eksploitasi secara 
ekonomi dalam pasal ini dapat merujuk pengertian dari pasal 66 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu pasal 76I pernah 
dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.  Hal tersebut dapat dilihat 
dalam Putusan Nomor 33/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Pasal 
76I Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Dalam pokok permohonan pemohon menilai Pasal 76I  Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), 
Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Bahwa 
dalam Pasal 76I, frasa eksploitasi secara ekonomi dapat ditafsirkan 
berbeda dalam perkara konkrit , baik dengan atau tanpa ada tujuan untuk 
mendidik anak, melatih membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam 
membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai 




kerugian bagi warga negara dalam hal ini khususnya adalah bagi 
pemohon. Kerugian konstitusional bagi pemohon terjadi ketika frasa 
eksploitasi secara ekonomi dalam perkara a quo tidak dimaknai dengan 
tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta 
memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan 
nilai-nilai kemandirian pada anak.  
Kemudian hakim dalam amar putusan mengadili menolak 
permohonan untuk seluruhnya. Dikarenakan pokok-pokok permohonan 
pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum. Dengan berdasarkan 
pada, jika eksploitasi secara ekonomi harus dimaknai sebagai suatu 
kegiatan yang bertujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang 
tua, serta memfasilitsi dalam membantu perekonomian keluarga dan 
menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak menurut Mahkamah 
Konstitusi bertentangan dengan logika apalagi mendasarkan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dikarenakan 
eksploitasi secara ekonomi merupakan pemerasan tenaga orang untuk 
tujuan ekonomi. Sehingga jika eksploitasi secara ekonomi dimaknai 
seperti yang disampaikan pemohon, akan berpotensi meningkatkan kasus 
eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Pemohon berpendapat Pasal 
76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 
27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, “Tiap-tiap orang berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.”  Dikarenakan memang anak belum memiliki hak 
untuk bekerja.  
Berdasarkan beberapa penjelasan terkait makna frasa eksploitasi 
secara ekonomi dalam peraturan perundang-undangan khususnya 
merujuk dari Pasal 66 Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan konsep eksploitasi 
secara ekonomi adalah suatu kegiatan dengan atau tanpa persetujuan 
berupa pemanfaatan tenaga orang dalam hal ini adalah anak bertujuan 




batasan suatu kegiatan yang merupakan eksploitasi secara ekonomi, 
sebagai berikut : 
a. Dengan persetujuan atau tanpa persetujuan 
Batasan ini dapat dimaknai dengan suatu kegiatan dengan 
maupun tanpa persetujuan anak/ orang tua/ maupun wali dari 
anak akan tetap dikatakan sebagai eksploitasi secara ekonomi. 
b. Pemanfaatan tenaga orang (anak). 
Suatu proses pemanfaatan fisik (badan) anak maupun 
kemampuan oleh pihak lain. 
c. Keuntungan secara materiil.  
Bertujuan untuk keuntungan pribadi/kelompoknya, dimana 
keuntungan tersebut bersifat materiil.  
Sehingga, walaupun dalam pasal-pasal tersebut tidak ada yang 
mengatur terkait makna frasa eksploitasi secara ekonomi dengan jelas, 
dapat dilakukan analisis maupun penafsiran dengan merujuk pada bunyi 
penjelasan pasal terkait. Maka dari itu harus sangat berhati-hati 
menafsirkan makna frasa eksploitasi secara ekonomi terhadap anak agar 
tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan. Dalam Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak disebutkan terkait 
bentuk-bentuk kegiatan yang termasuk dalam kegiatan eksploitasi secara 
ekonomi seperti praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan 
hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak akan tetapi 
tidak terbatas pada itu, masih terdapat kegaiatan lain dengan syarat 
terpenuhinya keuntungan secara materiil materiil. Jika melihat bentuk-
bentuk kegiatan tersebut, sama dengan eksploitasi yang terdapat pada 
Undang-Undang Tindak Pidana Orang akan tetapi perbedannya pada 





Sementara jika eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dikaitkan 
dengan penggunaan logo merek perusahaan dalam kegiatan beasiswa 
terdapat batasan dalam menentukan apakah kegiatan tersebut termasuk 
ke dalam eksploitasi secara ekonomi atau bukan, dan berikut adalah 
batasan-batasannya : 
a. Dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari anak yang menjadi 
korban eksploitasi secara ekonomi. 
b. Menggunakan badan anak untuk media iklan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
c. Produk yang digunakan adalah produk yang berbahaya bagi anak 
atau tidak diperuntukkan bagi anak, misalkan produk tembakau. 
d. Terdapat keuntungan secara materiil, berupa peningkatan penjualan 
melalui iklan produk rokok baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
e. Hak Anak yang dilanggar adalah hak kesehatan, hal ini dikarenakan 
dengan melibatkan anak dalam sponsor produk yang berbahaya bagi 
anak, dapat meningkatkan keinginan anak itu sendiri maupun anak 
yang melihatnya untuk menggunakan produk yang tidak sesuai 
dengan kebutuhannya.  
B. Penggunaan Logo Merek Perusahaan oleh Anak Dalam Penerimaan 
Beasiswa  Merupakan Kegiatan Eksploitasi Secara Ekonomi 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang  
Merek dan Indikasi Geografis dirumuskan bahwa: 
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam 
bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 
atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau 
badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa 
 
Selain pengertian secara yuridis, definisi merek juga dapat dijelaskan 
berdasarkan doktrin yang disampaikan beberapa ahli. Salah satunya 




yang menjadi pembeda terutama untuk produk lain yang sejenis.”         
Dimana perbedaan itu harus jelas terlihat lebih simbolis, emosional, serta 
dapat mewakili suatu merek.  Merek/brand dapat berbentuk logo, nama, 
trademark atau bahkan gabungan dari keseluruhannya.93 
Dari beberapa definisi tersebut dapat dimaknai merek merupakan 
segala sesuatu yang diproduksi perorangan maupun badan hukum berupa 
gabungan unsur-unsur dimana fungsi utamanya sebagai pembeda antara 
produk satu dengan lainnya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan 
baik barang maupun jasa.  
Secara tidak langsung merek/ brand  mempunyai kedudukan serta 
peranan penting dalam suatu kegiatan usaha dalam  bentuk barang maupun 
jasa khususnya bagi pemilik usaha tersebut. Merek/ brand merupakan suatu 
aset dalam suatu kegiatan bisnis. Suatu tempat usaha, peralatan serta 
perlengkapannya setiap hari mengalami kerugian sehingga akan terjadi 
penurunan nilai, tertinggal dari segi teknologi, dan tak jarang yang akhirnya 
menutup kegiatan usahanya. Namun berbeda dengan merek/ brand akan 
tetap hidup nilainya ketika merek dibangun dengan perencanaan yang 
matang. Dengan kata lain merek/ brand merupakan aset yang tidak 
berwujud, yakni sebagai identitas.94 
Suatu perusahaan tanpa identitas akan mengalami kesulitan untuk 
memperkenalkan kagiatan usahanya dalam cakupan yang lebih luas. 
Dikarenakan suatu produk baik berupa barang maupun jasa hampir tidak 
ada yang sepenuhnya original, mayoritas para pelaku usaha 
mengembangkan atau melakukan inovasi terhadap ide-ide terdahulu, 
sehingga penting untuk suatu produk memiliki identitas sebagai tanda 
pengenal serta rebranding dan pembeda dengan kegiatan usaha yang lain.  
Dilihat semakin ketatnya persaingan bisnis para pelaku usaha mulai 
sadar akan pentingnya merek/ brand  dalam menjalankan kegiatan 
bisnisnya. Hal tersebut terlihat ketika para pelaku usaha baik kecil, 
menengah, maupun besar mendaftarkan hak merek/ brand nya kepada 
negara. Sehingga Dalam jangka waktu tertentu merek/ brand akan diberikan 
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dengan 
                                                             





menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 
menggunakannya. Satu merek dapat memiliki oleh satu orang atau lebih 
atau badan hukum. Pemberian izin oleh pemilik merek yang diberikan 
kepada orang lain berupa pemberian lisensi, yaitu memberikan izin kepada 
orang lain untuk jangka waktu tertentu.95 Sehingga suatu merek tidak dapat 
digunakan oleh sembarang pihak tanpa mendaftarkannya terlebih dahulu, 
atau memakai merek dari perorangan atau badan hukum lain tanpa 
perizinan yang jelas, dikarenakan merek telah terdapat perlindungan 
hukumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Salah satu bentuk dari merek/ brand  adalah logo, logo sendiri 
merupakan suatu merek grafis atau tanda berupa tulisan, gambar, 
perpaduan antara gambar dan tulisan, logogram, ilustrasi, yang 
dipergunakan sebagai nama entitas perusahaan komersial serta didesain 
semenarik mungkin dengan tujuan untuk mengindentifikasi suatu 
perusahaan agar mudah dikenali oleh masyarakat luas.96 Jika melihat definisi 
dari logo, merek dan logo merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan karena keduanya satu kesatuan.  
Menurut analisis penulis berdasarkan beberapa uraian di atas terkait 
merek dan logo dapat dianalisis keduanya memiliki kegunaan bagi suatu 
perusahaan antara lain: 
a. Sebagai representasi suatu perusahaan 
Representasi merupakan sesuatu yang apabila digunakan dapat 
memberikan gambaran umum kepada masyarakat luas terkait suatu 
kegiatan usaha. Gambaran tersebut dapat berupa informasi terkait bidang 
usaha yang dijalani.  
b. Memberikan karakteristik 
Suatu perusahaan menggunakan logo merek bertujuan untuk 
memberikan ciri khas tertentu pada usahanya. Sehingga orang lain 
sebagai konsumen paham akan perbedaan antara produk yang satu 
dengan lainnya.  
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c. Sebagai daya tarik  
Logo merek perusahaan berguna sebagai daya tarik 
masyarakat/orang yang menjadi sasaran pelaku usaha bisnis untuk 
menarik minat mereka, sehingga kegiatan usahanya dapat dikenal dan 
diminati oleh masyarakat luas. 
Perananan logo merek bagi perusahaan sangat penting, dari beberapa 
kegunaan tersebut suatu kegiatan usaha perlu untuk mendapatkan citra 
merek (brand image) yang baik dari masyarakat. Citra merek (brand image) 
merupakan pandangan masyarakat secara perorangan terhadap suatu 
produk barang dan/ atau jasa yang ditawarkan terhadap mereka.97 
Pandangan dapat berupa pandangan baik dan buruk. Hal tersebut 
ditentukan bagaimana masyarakat mendapatkan informasi terhadap suatu 
produk. Citra perusahaan yang baik memberikan kemudahan bagi pelaku 
usaha untuk menjual produk-produk mereka.  
Disamping kegunaan  logo merek bagi suatu perusahaan, trademark 
atau merek dagang memiliki dampak bagi perusahaan, diantaranya:98 
a. Merek dagang memberikan pengaruh positif bagi konsumen untuk 
menentukan pembelian suatu produk 
Menurut analisis penulis dengan perusahaan mencantumkan merek 
dalam kegiatan usahanya, berguna sebagai langkah awal untuk 
konsumen akan membeli produk atau tidak.  
b. Memberikan pengaruh positif pada variabel kualitas produk 
Pelaku usaha dinilai telah memberikan kualitas produk yang baik 
ketika memberikan pelayanan yang melebihi harapan konsumen. Jadi baik 
tidaknya suatu produk penilaian dari pihak eksternal sangat berpengaruh.  
c. Memberikan pengaruh positif terhadap variabel harga 
Harga ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 
banyaknya permintaan dalam masyarakat. Apabila harga suatu produk 
turun/rendah maka jumlah permintaan akan meningkat. Secara tidak 
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langsung merek perusahan berpengaruh, dikarenakan banyak masyarakat 
yang mengetahui suatu produk dari brand merek, perusahaan juga akan 
semakin mudah menentukan nilai jual suatu produk.  
d. Memberikan pengaruh positif terhadap promosi  
Dengan menggunakan logo merek suatu perusahaan akan mudah 
melakukan promosi yang bertujuan untuk menarik minat konsumen untuk 
menggunakan produknya.  
Melihat dampak trademark atau merek dagang memiliki dampak bagi 
perusahaan diatas, penulis menyimpulkan perusahaan yang menggunakan 
merek pada kegiatan usahanya berarti memiliki idenititas sehingga lebih 
mudah menjangkau masyarakat sebagai konsumen. Sehingga merek 
memiliki dampak positif bagi perusahaan untuk keberlangsungan kegiatan 
usahanya, tinggal bagaimana perusahaan dapat menjaga citra merek yang 
baik dalam masyarakat.  
Berbicara terkait logo merek perusahaan tidak dapat dilepaskan dari 
promosi, promosi oleh perusahaan salah satunya dilakukan dengan cara 
sponsorship. Dimana sponsorship merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan/ para pelaku usaha bertujuan untuk memperkenalkan produk ke 
masyarakat luas. Sponsorship dilakukan melalui kerjasama antara 
perusahaan produsen dengan pihak yang akan mengiklankan atau 
membantu promosi produk perusahaan tersebut, sehingga ada kerjasama 
yang sifatnya timbal balik dan bukan merupkan kerjasama secara cuma-
cuma.99  
Selain itu pentingnya sponsorship bagi perusahaan adalah 
mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud memiliki batasan-
batasan sebagai berikut : 
a. Segala sesuatu yang dapat dihitung atau dapat dinominalkan, berupa 
uang, barang, biaya dan lain sebagainya. 
b. Diperoleh langsung dari kegiatan yang dimaksud 
Dikarenakan dasar utama kegiatan usaha bisnis adalah mendapatkan 
keuntungan. Dengan sponsorship perusahaan dapat mengubah sikap 
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pelanggan, membangun, dan meningkatkan kesadaran merek, membangun 
loyalitas merek, diferensiasi merek, citra kualitas. Berdasarkan paparan di 
atas penulis berkesimpulan, bahwa tanpa adanya kegiatan sponsorship 
brand merek suatu perusahaan tidak akan mampu dikenal masyarakat luas. 
Untuk menarik minat masyarakat banyak faktor yang mempengaruhi, selain 
faktor kualitas merek itu sendiri, diperlukan juga cara pemasaran yang baik.  
Disamping kedudukan merek bagi perusahaan serta pentingnya 
sponsorship, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan di 
masyarakat salah satunya terkait eksploitasi secara ekonomi. Seiring dengan 
kemajuan zaman dan teknologi semakin banyak kasus tindak pidana 
eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi sendiri secara umum terdapat 
beberapa bentuk diantaranya eksploitasi secara seksual dan eksploitasi 
secara ekonomi. Secara statistik kasus terkait eksploitasi secara ekonomi 
semakin meningkat. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 
tahun 2018 ada 329 kasus perdagangan manusia dan eksploitasi. Terdapat 
91 kasus anak sebagai korban eskploitasi pekerja anak (eksploitasi secara 
ekonomi), 80 kasus korban ESKA, 93 kasus korban prostitusi dan 65 kasus 
korban perdagangan. 
Situasi yang dialami anak-anak dalam kasus eksploitasi secara ekonomi 
merupakan tanggung jawab khususnya bagi pemerintah serta dibantu oleh 
pihak-pihak lain. Anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, 
sehingga tidak dibenarkan perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun. 
Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan 
bahwa : 
“Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) 
huruf d dilakukan melalui: 
a. Penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan 
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga 
swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan 





Dalam pasal ini dijelaskan terkait cara-cara perlindungan khusus salah 
satunya terkait anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. 
Kemudian bentuk kegiatan eksploitasi secara ekonomi disebutkan dalam 
penjelasan. Penggunaan logo merek perusahaan oleh anak dalam hal ini 
dilakukan melalui kegiatan beasiswa merupakan kegiatan eksploitasi secara 
ekonomi merujuk dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Jika penulis melakukan analisis bahwa dalam Pasal 66 terdapat makna 
frasa eksploitasi secara ekonomi tidak terbatas pada kegiatan pelayanan 
paksa, perbudakan, pemanfaatan secara fisik dan lain-lain. Artinya kegiatan 
eksploitasi secara ekonomi bentuk kegiatannya dapat berupa kegiatan lain 
bukan hanya yang disebutkan dalam rumusan penjelasan Pasal 66, serta 
bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara materiil. Dalam rumusan 
pasal tersebut tidak disebutkan indikator terkait keuntungan secara materiil. 
Sehingga jika dianalisis lebih lanjut bahwa indikator keuntungan materiil 
adalah sebagi berikut : 
a.keuntungan yang bersifat kebendaan/fisik, merujuk pada arti kata 
materiil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya 
keuntungan tersebut dapat dinilai dengan uang.  
b.Diperoleh langsung dari kegiatan yang termasuk dalam bentuk  
eskploitasi secara ekonomi 
c.Pendapatan yang lebih besar daripada pemasukan, walaupun akan 
digunakan/ atau dialokasikan untuk kegiatan lain. 
Kemudian dalam kegiatan penggunan logo merek perusahaan dalam 
kegiatan beasiswa oleh anak, kegiatan tersebut secara tidak langsung 
bertujuan untuk mengiklankan suatu produk, khususnya produk yang tidak 
diperuntukkan bagi kebutuhan anak merupakan kegiatan eksploitasi secara 
ekonomi, dikarenakan memenuhi dalam penjelasan Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 
23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dimana unsur-unsur yang 




a. Tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi 
korban, dalam kegiatan penggunan logo merek perusahaan oleh anak 
dalam kegiatan beasiswa tetap dapat dikatakan sebagai eksploitasi 
secara ekonomi baik dengan maupun persetujuan anak dalam hal ini 
melibtkan orang tua, maupun wali.  
b. Tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
atau praktek perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi; penggunaan logo merek perusahaan oleh anak dalam 
kegiatan sponsor menggunakan fisik/badan anak yang secara tidak 
langsung menggunakan badan anak untuk mengiklankan suatu produk 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.  
c. Untuk mendapatkan keuntungan secara materiil, tujuan dari 
setiap kegiatan sponsorship untuk mengiklankan suatu produk yang 
orientasinya adalah menarik minat konsumen untuk membeli produk 
yang ditawarkan mendapatkan keuntungan materiil, dalam hal ini 
keuntungannya harus dapat dinilai dengan uang, keuntungan 
konkritnya bagi perusahaan berupa peningkatan penjualan 
produk. 
Adapun logo merek perusahaan yang dimaksud dalam kegiatan 
eksploitasi secara ekonomi adalah logo yang identik dengan produk-produk 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam peraturan perundang-
undangan tidak diatur secara khusus terkait anak sebagai model dalam iklan 
baik secara langsung maupun terselubung. Perlu diperhatikan materi muatan 
wajib memenuhi persyaratan penyiaran yang diatur dalam Etika Perwira 
Indonesia (EPI), dimana EPI merupakan standar etika periklanan yang 
berlaku bagi seluruh iklan, pelaku dan usaha periklanan. Dimana dalam hal 
anak sebagai pemeran iklan maka : 
“1. Anak tidak boleh mengiklankan produk yang tidak layak konsumsi 
untuk anak, tanpa ada pendampingan dari orang tua; 
2. Iklan tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan berbahaya, 




3. Iklan tidak boleh menampilkan anak sebagai penganjur suatu produk 
yang bukan untuk anak; 
4. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya 
rengek anak.”100 
Kemudian dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Setiap orang 
dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual 
terhadap anak.” Dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak setiap orang dilarang melakukan tindak pidana eksploitasi 
termasuk eksploitasi secara ekonomi.  
      Jika dianalisis bahwa apabila seseorang melakukan perannya sebagai : 
a. Menempatkan 
b. Membiarkan  
c. Melakukan (dalam hal ini perusahaan melakukan 
eksploitasi secara ekonomi dalam bentuk penggunaan 
logo merek yang tidak sesuai kebutuhan anak dalam 
kegiatan pengadaan beasiswa.) 
d. Menyuruh melakukan  
e. Atau turut serta melakukan 
Masing-masing pihak memiliki peranan dalam kegiatan eksploitasi 
secara ekonomi, kemudian makna frasa eksploitasi secara ekonomi dalam 
Pasal 76I dapat merujuk pada penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak.  Pasal 76I pernah dilakukan uji materiil dalam 
Putusan Nomor 33/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada uji materiil tersebut bahwa 
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kegiatan yang bertujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang 
tua, serta memfasilitsi dalam membantu perekonomian keluarga dan 
menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak tidak dapat dijadikan 
alasan bahwa kegiatan yang dilakukan bukan merupakan eksploitasi secara 
ekonomi, dikarenakan dalam amar putusan hakim menolak permohonan 
pemohon. Sehinga walaupun kegiatan beasiswa yang pada dasarnya 
merupakan kegiatan positif, tidak seharusnya mencantumkan logo merek 
yang tidak sesuai kebutuhan anak, dikarenakan beberapa negara lain 
sudah mulai banyak yang menghapus pelibatan anak untuk 
mengiklankan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. 
C. Reformulasi Penjelasan dan Rumusan Pasal Eksploitasi Secara 
Ekonomi Pada Anak Terkait Penggunaan Logo Merek Perusahaan 
Oleh Anak Dalam Hukum Perlindungan Anak di Indonesia 
Terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada 
peraturan yang secara eksplisit merumuskan makna frasa eksploitasi secara 
ekonomi dalam pasal secara langsung, serta belum adanya penjelasan 
terkait unsur-unsur dari bentuk eksploitasi secara ekonomi yang terdapat 
dalam bagian penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 
Perlindungan Anak. Tidak terdapatnya rumusan hukum yang jelas terkait 
makna frasa eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dari sisi penegakan 
hukum akan menjadi kendala bagi aparat penegakan hukum dalam 
menanggulangi kejahatan eksploitasi secara ekonomi dikarenakan tidak 
adanya kejelasan rumusan dan batasan yang jelas.  
Jika dianalis dari segi asas dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan harus diperhatikan asas pembentukannya sesuai dengan Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, salah satunya adalah asas kejelasan rumusan bahwa persyaratan 
yang harus dipenuhi yakni berupa teknis penyusunan peraturan perundang-
undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang 




penegakannya karena sulitnya menemukan batasan dari kegiatan eksploitasi 
secara ekonomi.101 
Menurut analisis penulis bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak di Indonesia khususnya yang mengatur terkait eksploitasi secara 
ekonomi terdapat beberapa kelemahan, diantaranya dalam Pasal 66 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya 
Kurang memenuhinya asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
yakni kejelasan rumusan. Dikarenakan dalam pasal tersebut tidak 
disampaikan rumusan secara jelas berupa batasan-batasan terkait kegiatan 
eksploitasi secara ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat dalam bagian 
penjelasan tidak dijelaskan terkait unsur-unsur dari bentuk kegiatan 
eksploitasi secara ekonomi kemudian berpotensi bagi aparat penegak hukum 
dalam menangani kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Serta 
berdampak pada masyarakat terjadi kebingungan dalam memaknai frasa 
eksploitasi secara ekonomi, dikarenakan bentuk kegiatan eksploitasi tidak 
terbatas pada kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Kelemahan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak tentunya akan berdampak dalam pemaknaan Pasal 76I 
Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena dalam Pasal 76I juga disebutkan 
makna frasa eksploitasi secara ekonomi, yang mengatur terkit pelarangan 
kegiatan eksploitasi secara ekonomi. Sehingga penjelasan terkait makna 
frasa eksploitasi secara ekonomi juga merujuk pada penjelasan Pasal 66, 
dikarenakan dalam Pasal 76I tidak dijelaskan kembali terkait makna frasa 
eksploitasi secara ekonomi.  
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Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang telah penulis sampaikan, 
penulis berkesimpulan bahwa diperlukan adanya upaya reformulasi terkait 
penjelasan makna frasa eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana reformulasi bertujuan untuk 
merumuskan atau menyusun kembali ke dalam bentuk/rumusan yang lebih 
tepat.102 Bunyi penjelasan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak terkait yang dimaksud eksploitsi secara ekonomi 
adalah sebagai berikut : 
“Merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang     
menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk 
mendapatkan keuntungan secara materiil.“   
Reformulasi dapat dilakukan melalui reformulasi penjelasan berupa 
penjelasan frasa dikarenakan berupa : 
“Eksploitasi secara ekonomi merupakan kegiatan dengan atau tanpa 
persetujuan anak dari anak yang menjadi korban meliputi tetapi 
tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 
secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 
kemampuan anak seperti menggunakan/atau melibatkan anak 
dalam kegiatan promosi produk berbahaya atau yang sejenis oleh 
pihak lain dengan sengaja/atau tidak sengaja  untuk mendapatkan 
keuntungan secara materiil.” 
Jika dianalisis sebagai berikut : 
                                                             




a. Dengan atau tanpa persetujuan anak, persetujuan maupun tanpa 
persetujuan anak yang menjadi korban tidak dapat dijadikan 
sebagai alasan untuk pengecualian kegiatan eksploitasi secara 
ekonomi.  
b. Anak, anak yang dimaksud disini tetap mengacu pada Undang-
Undang Perlindungan Anak yakni yang belum berusia 18 
(delapan belas tahun) bahkan yang masih dalam kandungan. 
c. Meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 
paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 
secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 
kemampuan anak seperti menggunakan/atau melibatkan anak 
dalam kegiatan promosi produk berbahaya atau yang 
sejenis. Penambahan dalam bentuk eksploitasi secara ekonomi 
yakni dalam kegiatan promosi produk berbahaya atau yang 
sejenis didasari pada kegiatan tersebut marak terjadi akan tetapi 
seringkali tidak disadari oleh masyarakat, dikarenakan banyaknya 
bentuk kegiatan eksploitasi secara ekonomi.  
Akan tetapi harus dibuat batasan kembali terkait bentuk eksploitasi 
kegiatan promosi produk berbahaya atau yang sejenis yang termasuk 
dalam eksploitasi secara ekonomi, adalah sebagai berikut : 
1. Persetujuan atau tanpa persetujuan anak (berusia dibawah 18 
tahun) 
2. Produk berbahaya bagi anak, dikarenakan produk tersebut tidak  
sesuai dengan kebutuhan anak  
3. Dilakukan dengan atau tanpa paksaan (dalam hal yang menjadi 
peran adalah orang tua/wali/pihak lain). 
4. Keuntungan materiil (yang dapat dinilai dengan uang berupa benda, 
uang maupun sejenisnya, jadi tidak harus berupa uang dengan 




d. Dilakukan dengan sengaja /atau tidak sengaja, dikarenakan 
dalam rumusan pasal sebelumnya hanya menyebutkan unsur 
keadaan batin korban yakni (dengan/atau tanpa paksaan), akan 
tetapi tidak melihat keadaan batin/niat dari pelaku, ditakutkan hal 
tersebut akan berpotensi pada penafsiran eksploitasi secara 
ekonomi harus dilakukan dengan sengaja / menormalisasikan suatu 
kegiatan yang melanggar hukum dengan alasan ketidaktahuan/ 
ketidaksengajaan.  
Kemudian dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dijelaskan, “Setiap orang dilarang menempatkan, 
membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi 
secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak.” Jika rumusan Pasal 66 
sudah jelas terkait batasan-batasannya, pasal ini akan menyesuaikan dengan 
perubahan yang ada dalam Pasal 66. Dikarenakan eksploitasi secara 
ekonomi dalam pasal ini merujuk pada penjelasan Pasal 66.  
Akan tetapi Pasal 76I dapat dilakukan reformulasi  pasal berupa 
penambahan cara eksploitasi secara ekonomi dilakukan dan situasi-situasi 
yang dapat menempatkan anak dalam eksploitasi secara ekonomi, yakni 
sebagai berikut :  
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi 
dan/ atau seksual dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi 
barang atau jasa dengan cara manipulasi, pelanggaran hak-hak 
anak, atau perlakuan buruk lainnya terhadap anak bertujuan 
mengambil keuntungan dari orang lain/mendapatkan keuntungan 
pribadi secara materiil .” 
a. Setiap orang disini adalah orang tua, wali, pihak lain seperti pelaku usaha, 
perorangan dsb. 





c. Membiarkan, artinya seseorang yang mengetahui suatu perbuatan 
eksploitasi secara ekonomi tetapi tidak memberikan bantuan/upaya 
terhadap anak untuk lepas dari situasi tersebut. 
d. Menyuruh melakukan, artinya seseorang yang memerintahkan anak untuk 
dieksploitasi. 
e. Turut serta melakukan,artinya seseorang yang turut serta melakukan 
eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang dilakukan bersama pihak 
lain.  
f. Proses produksi, yakni anak yang dieksploitasi secara ekonomi dalam 
proses menghasilkan suatu produk barang/jasa.   
g. Distribusi, yakni anak yang dieksploitasi secara ekonomi dalam proses 
pengiriman suatu barang/jasa. 
h.  Konsumsi, yakni anak yang dieksploitasi secara ekonomi dalam proses 
penggunaan produk barang/jasa. 
i. Manipulasi adalah penyamaran suatu kegiatan seolah-olah tidak 
melanggar hukum dengan tujuan memperdayai korban. 
j. Pelanggaran hak anak, yang dimaksud adalah hak yang telah diatur 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti hak 
memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh perlakuan yang sama 
tanpa adanya pembedaan ras, agama, suku dll, penghidupan yang layak 
bagi anak.  
k. Tujuan, mengambil keuntungan dari anak / untuk keuntungan pribadi, 
artinya disini menakankan walaupun anak yang dieksploitasi 
mendapatkan upah atas kegiatannya lebih banyak kerugian yang 
ditimbulkan bagi si anak baik secara sadar maupun sadar terhadap 
perkembangan fisik, mental, yang mempengaruhi kehidupan sosialnya, 
serta lebih menguntungkan bagi pelaku secara nominal (yang dapat 
dihitung dengan uang). 
Sehingga jika dibandingkan antara penjelasan makna frasa eksploitasi 
secara ekonomi dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 




Terapat penambahan  frasa “melibatkan anak dalam kegiatan promosi 
produk berbahaya atau yang sejenis oleh pihak lain, dengan sengaja/atau 
tidak sengaja” yakni berupa bentuk dalam eksploitasi secara ekonomi 
walaupun dalam rumusan penjelasan disebutkan “tidak terbatas pada 
kegiatan yang disebutkan”, akan tetapi akan lebih baik jika menambahkan 
bentuk kegiatan yang juga sering terjadi dalam masyarakat. Kemudian juga 
ditambahkan terkait niat pelaku.  
Kemudian dalam Pasal 76I terdapat penambahan frasa “dalam proses 
produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dengan cara manipulasi, 
pelanggaran hak-hak anak, atau perlakuan buruk lainnya terhadap anak 
bertujuan mengambil keuntungan dari orang lain/mendapatkan keuntungan 
pribadi secara materiil .” Hal tersebut terkait hal kondisi/situasi yang dapat 
menyebabkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi dan cara-cara yang 
dilakukan pelaku untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi.  
Sehingga jika disimpulkan bahwa reformulasi berupa penambahan 
frasa terkait pengaturan eksploitasi secara ekonomi akan didapatkan 
batasan-batasan sebagai berikut :  
a. Dilakukan oleh setiap orang (orang tua, wali, pihak lain) yang 
memiliki peran menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi  
b. Secara sengaja/tidak sengaja 
c. Dengan persetujuan/ atau tanpa persetujuan 
d. Bentuk kegiatannya tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja 
atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak seperti 
menggunakan/atau melibatkan anak dalam kegiatan promosi 
produk berbahaya dalam situasi proses produksi, distribusi, dan 
konsumsi barang atau jasa dengan cara manipulasi, pelanggaran 




e. Bertujuan mengambil keuntungan dari orang lain/mendapatkan 






























                                   PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada analisis 
pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan : 
1. Makna frasa eksploitasi secara ekonomi  dalam Undang-Undang Nomor 
35 tahun 2014 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak merupakan kegiatan dengan atau tanpa 
paksaan dengan memanfaatkan tenaga/fisik/kemampuan anak untuk 
mendapatkan keuntungan secara materiil.  
2. Penggunaan Logo Merek Perusahaan oleh anak dalam rangka 
memperkenalkan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak 
merupakan kegiatan eksploitasi secara ekonomi memenuhi unsur Pasal 66 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan  Atas Undang-
Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni dilakukan 
dengan/atau tanpa paksaan, menggunakan badan anak dalam hal ini 
untuk media sponsor produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, 
serta mendapatkan keuntungan secara materiil.  
3. Perlu adanya reformulasi dikarenakan tidak adanya rumusan pasal yang 
secara jelas mendefinisikan eksploitasi secara ekonomi berupa 
penambahan frasa Pada Pasal 66, “melibatkan anak dalam kegiatan 
promosi produk berbahaya atau yang sejenis oleh pihak lain, dengan 
sengaja/atau tidak sengaja”, kemudian penambahan frasa pada Pasal 76I 
yakni, “ dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa 
dengan cara manipulasi, pelanggaran hak-hak anak, atau perlakuan buruk 
lainnya terhadap anak bertujuan mengambil keuntungan dari orang lain”. 
B. SARAN 
 Berdasarkan analisis pembahasan terkait Tinjauan Yuridis Eksploitasi 
Secara Ekonomi Terhadap Anak Penerima Beasiswa Dalam Penggunaan Logo 
Merek Perusahaan, penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Bagi Legislator, disarankan dalam membuat rumusan peraturan 
perundang-undangan lebih memperhatikan asas pembentukan peraturan 




rumusan agar tidak menimbulkan multitafsir, terutama dalam Pasal 66 
dan 76I Undang-Undang Perlindungan Anak agar dibuat batasan-batasan 
yang jelas terkait eksploitasi secara ekonomi mengingat bentuk 
eksploitasi secara ekonomi sangat banyak, tujuan untuk mendidik anak, 
membantu perekonomian tidak dapat dijadikan dasar pengecualian 
eksploitasi secara ekonomi.  
2. Bagi Entitas Perusahaan , Entitas perusahaan dalam hal ini adalah badan 
usaha yang mengadakan kegiatan beasiswa atau kegiatan lain yang 
berhubungan dengan penggunaan logo merek perusahaan disarankan 
agar lebih mempertimbangkan penggunaan produk yang tidak sesuai/ 
tidak diperuntukkan untuk kebutuhan anak tidak diperbolehkan 
melibatkan anak di dalamnya.  
3. Bagi Masyarakat, disarankan kepada masyarakat dalam hal ini seluruh 
elemen masyarakat tanpa  terkecuali membantu pemerintah, aparat 
penegak hukum untuk bersama-sama melaksanakan peraturan terkait 
eksploitasi secara ekonomi. Penting dilakukan karena pemerintah tidak 
dapat berjalan sendiri menegakkan peraturan tanpa ada perannya dari 
masyarakat. Dapat dilakukan melalui bangku pendidikan untuk 
mendapatkan pengetahuan terkait eksploitasi secara ekonomi terhadap 
anak, serta membantu anak-anak yang menjadi korban eksploitasi secara 
ekonomi dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika 
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